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MOTTO:

Yaa Ayyuha alladziina aamanuu quu anfusakum wa-ahlifkum naaro
(Q.S.,66:6)

(Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka)

Kuliukum roo’in wakullukum mas’uutun ‘an-re’iyyatihi
(Shohih al-Bukhori, Syarkhu al-aini, Juz : 14, h. 17)
(Kamu sekalian adalah pemimpin, dan tiap-tiap kamu semua akan dimintai

pertanggungjawaban atas kepemimpinanmic)

Men is niet alleen verantwoordelijk voor de schade, weike men door zijn eigen
daad verocrzake¢, maar ook voor die welke vercorzaakt is door de daad van
personen voor welke men aansprakelijt is

(Engelbrecht, Art.1367 Lid,1, Burgerlijk Wetboek)

(Orang tidak hanyc bertanggung-jawab terhadap kerugian yang diakibatkan cleh
perbuatannya sendiri, akan tetapi juga bertanggung jawab terhadap kerugian yang

diakibatkan dari perbuatan-perbuatan orang yang berada di bawah kekuasaannya).
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KATA PENGANTAR

Segala puji syuhur al-hamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah Tuhan
sekalian alam, Tuhan yang mengajarkan (manusia) dengan perantaraan (Jolam (baca-
tulis), Tuhan mengajarkan manusia tentang apa-apa yang diketahuinya, Tuhan yang
membimbing manusia ke jalan yang benar, yaitu jalan orang-orang yang
mendapatkan nikmat-NYA, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula
jalan orang-orang yang telah sesat.

Tsummas sholaatu wassala&mu ‘ala nabiyyina Muhammad, semoga rahmat
dan keselamatan senantiasa tersanjungkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad
SAW.; yaitu Nabi Agung akhiruz zaman, sayyidul mursaliin, wakhotamun nabiyyin.
Atas hidayah-NYA penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul
WANPRESTASI DALAM  PELAKSANAAN  PERJANJIAN  KREDIT
PERUMAHAN RAKYAT (KPR) ini.

Tiada kata yang patut untuk penulis sampaikan, kecuali ucapan terima kasih
yang sedalam-dalamnya kepada Yang Terhormat :

1. Rektor Universitas Airlangga Surabaya,

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya;

3. Bapak H. MACHSOEN ALI, S.H., M.S., selaku Ketua Program Magister
Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya;

4. Bapak Dr, Y. SOGAR SIMAMORA, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing dalam
Penulisan Tesis ini;

5. Bapak Dr. Y. SOGAR SIMAMORA, S.H., M.Hum., AGUS YUDHA, S.H.,
M.H., EMAN RAMELAN, S.H., M.H., selaku Dewan Penguji Tesis ini;

6. Bapal/Ihu Dosen Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Surabaya,

7. Suamiku tercinta : HMASRUCHIN, S.H., Sp.N., M.Hum. atas kesabaran dan
keikhlasannya untuk menjadi suri —tauladan dan kebanggaan bagi anak-anak dan
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penulis sekeluarga. Semoga atas semua itu temilai sebagai amal ibadah.
Jazaakumuliohu khoiron Jazaa’

8. Almarhum/almarhumah Bapak/Ibu kandung penulis, semoga atas jerih payahnya
membesarkan dan mendidik penulis, terhitung sebagai amal jariyah dan tidak
putus-putusnya kami senantiasa mengharap kucuran doa, semoga kami sekeluarga
senantiasa mendapatkan taufiq dan hidayah-NYA,;

9. Bapak H. MOHAMMAD IHSAN dan IBU Hj. ROCHMAH, selaku Bapak/Ibu
mertua, kami hanya bisa mengucapkan terima kasih dengan mengabdikan diri
pada suami dan keluarga. Semoga Allah selalu melindungi kita semua;

10. Anak-anakku tersayang : DIMAS AULIA FIKRI EIL FI’LI, DIMAS DWIKA
IZZUL BILAD, dan DIMAS DWIKI [ZZUL BILAD, kalianlah harta ibu dan
bapak yang sangat berharga, kepada kalian bapak ibu gantungkan harapan, dan
dengan do’a kami panjatkan, semoga kalian menjadi anak-anak yang sholih yang
senantiasa berdo’a untuk kedua orang tuamu;

1t. Semua keluarga, Saudara, Teman dan Kolega, yang dengan sengaja atau tidak
telah membantu dengan ikhlas untuk terselesaikannya tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna,
dan atas keterbatasan penulis, tiada kata yang menggembiarakan penulis selain
menerima kritik dan saran dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan tesis ini.

Akhirnya, semoga tesis ini dapat menjadi sumbangan pikiran bagi
pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan hukum, terutama
hukum perdata di bidang Perjanjian Baku.

Shodagqollohul Adziim, wahuwa Asdaqul goo-iliin.

Surabaya. 22 Agustus Z0(r
Penulis,

MASRUROH, S.H.

vil
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BABI
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya

Indonesia sebagai negara hukum' atau negara yang menamakan dirinya
sebagai negara hukum (penulis : karena masih adanya indikasi
ketidakberpihakan hukum pada warganya), telah berupaya melaksanakan
pembangunan di segala bidang, terutama pembangunan di bidang ekonomi.
Sektor-sektor perckonomian telah digalakkan, kegiatan usaha industri jasa dan
barang bermunculan di mana-mana, tidak ketinggalan pula usaha bidang
pengadaan perumahan sebagal kebutuhan akan tempat tinggal akibat
merebaknya penduduk yang kian hari kian makin bertambah.

Seiring dengan perkembangan penduduk yang begitu pesat, dan beragam
persoalan telah timbul berkaitan dengan tempat tinggal, membawa para
pengusaha perumahan bekerja sama dengan Bank-bank penanam dana dalam
bentuk pemberian kredit, beramai-ramat merentangkan sayap usahanya dalam
pembangunan tempat-tempat hunian mulai dari yang sederhana sampai yang
mewah.

Kebutuhan tempat tinggal merupakan kebutuhan asasi setiap orang, yaitu
suatu kebutuhan yang harus diusahakan oleh semua pihak — tidak hanya oleh
pemerintah — setelah kebutuhan untuk mendapatkan pakaian dan makanan
(filsafat Jawa menyebutkan secara berurutan : sandang, pangan lan papan)

yang oleh undang-undang telah dijamin keberadaannya.

i

! Philipus M, Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina iimu,

Surabaya, 1987, h.71 d=n 83.
i
T LAE
T R *-'_‘-.{’g_"s?.h_;‘-\.ff‘

e BT
-u}a?-ﬂ‘q t,.‘.».a.. . i* ﬁ ﬁ,

B b e

Tesis Wanprestasi dalam pelaksanaan... 1 Masruroh



ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945, menyebutkan -2 “Setiap orang berhak
hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan”

Dengan amanat UUD 1945 tersebut pemerintah dalam melaksanakan
program kerjanya berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 20085,
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasioan! (SPPN), yaitu suatu
undang-undang yang ierkenal sebagai pengganti Garis-garis Besar Haluan
Negara (GBHN) di masa Orde Baruy, dimana di dalam Pasal 1 butir 4 & 5
termuat program pembangunan yang dikenal dengan “Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM), dan dalam butir 8 terkandung Program Pembangunan yang disebut
dengan Rencana Pembangunan Tahunan Nastonal (RPTN)” yang merupakan
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya, yang pelaksanaannya
dilakukan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004, tentang
Rencana Kerja Pemerintah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004,
tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian
Negara/Lembaga.

Khusus untuk pembangunan perumahan scbagai pengembangan dan
pemberdayaan pemukiman mendapatkan pengaturannya di dalam Lampiran 1-
A Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004, tentang Klasifikasi Fungsi

dan Subfungsi, kode 06 tentang Perumahan dan Fasilitas Umum,

? UUD-RI 1945, Hasil Amandemen ke-4, tanggal 18 Agustus 2000.
2
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Salah satu usaha untuk mewujudkan hal tersebut di atas, pihak
pengusaha yang bergerak di bidang pengadaan perumahan bekerja sama
dengan Bank BTN (Bank Tabungan Negara), untuk pembanguan perumahan
dimaksud, Kerja sama ini melahirkan suatu kesepakatan antara pihak
pengusaha dengan pihak bank, di mana pihak bank menyediakan dana yang
dibutuhkan oleh pihak pengusaha dalam pembangunan perumahan, yang
selanjutnya ditawarkan kepada masyarakat yang membutuhkan tempat
tinggal.

Penawaran perumahan ini dilakukan oleh pihak pengusaha melalui
brosur-brosur penjualan untuk memudahkan masyarakat yang membutuhkan,
lengkap dengan harga jual, tipe rumah, jangka waktu angsuran, besarnya
cicilan perbulan dan beban bunga. Setelah ada kecocokan antara pihak
pengusaba dengap pihak yang membutuhkan perumahan teptang semua yang
ditawarkan tadi, dibuatlah suatu perjanjian kredit yang disebut dengan
“Perjanjian Kredit Perumahan Rakyat-Bank Tabungan Negara (KPR-BTN)”.

Adapun format perjanjiannya telah dibuat dan disediakan sebelumnya
oleh pihak pengusaha secara sepihak sebagai kreditur, dan pihak nasabah
sebagai debitur tinggal menandatanganinya tanpa dapat ikut serta menentukan
isi perjanjian tersebut,

Dalam penandatanganan perjanjian KPR-BTN, kebanyakan pihak
nasabah tidak mengerti atau tidak mengetahui isi perjanjian yang
ditandantangani karena kurangnya penjelasan dari pihak pengusaha, dan
bahkan banyak nasabah menganggap bahwa perjanjian yang mereka

tandatangani berupa perjanjian Kredit Perumahan antara mereka dengan
3
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pihak pengusaha -- dan bukan dengan Bank — karena penandatanganannya
tidak di dalam Kantor Bank, demikian pula pembayaran angsuran per-bulan
tidak langsung ke Bank tetapi melalui kantor-kantor pos setempat.

Anggapan nasabah yang demikian membawa dampak kesembronoan
tersendiri bagi pelaksanaan perjanjian yang dibuat, apalagi setelah proses
perianjian selesai, ramah yang mereka beli dengan cara angsuran atau kredit
dapat langsung ditempati, sehingga apabila di kemudian hari terjadi
keteledoran  dianggapnya Ssebagai biasa, dan bukan merupakan
ketidaksesuaian atas perjanjian yang meraka buat, yang biasa disebut dengan
wanprestasi.

Ketelodoran dalam pelaksanaan perjanjian KPR-BTN banyak terjadi,
antara lain berupa ketidaktepatan waktu angsuran per-bulan, penundaaan
angsuran dar1 bulan sekarang ke bulan berikutnya, dan bahkan macet. Yang
lebih fatal lagi rumah tesebut telah dipindahtangankan kepada pihak lain
dengan cara dijual. Hal ini semua merupakan bentuk wanprestasi dalam suatu
perjanjian yang mereka sepakati sebelumya.

Penyimpangan demikian walaupun sering terjadi tetapi dapat
diselesaikan dengan cara kekeluargaan, tanpa melalui proses hukum,
sehingga nampak hampir tidak terjadi putusan pengadilan tentang wanprestasi
di bidang perjanjian KPR-BTN.

Di samping itu pula jika terjadi wanprestasi maka Badan Urusan Piutang
Negara (BUPN) akan tampil sebagai penyelesai masalah tersebut. Namun

apabila ditelusuri dari pokok masalahnya, yakni pihak nasabah mengambil
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kredit vang dari Bank untuk membayar harga rumah yang dibelinya dari
pengusaha perumahan, dengan cara mengangsur setiap bulan ke Bank.

Dengan demikian, maka dengan dalih apapun, Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor : 2123K/Pdt./1996, tanggal 29 Juni 1998
tentang Menilai Ada Tidaknya Wanprestast Suatu Perjanj ian’ dapat
digunakan sebagai landasan penyelesaiannya, dan Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor : 2031K/Pid/1988, tanggal 31 Agustus 1992
tentang Gagalnya Dakwaan Jaksa Kasus Hunian Rumah KPR-BTN* dapat
diterapkan secara antinomi (mengambil pengertian hukum dengan jalan
interpretasi secara sebaliknya, yang biasa dikenal dengan istilah argumentum
a conirario), bahwa dakwaan jaksa itu gagal karena tidak ada perjanjian yang
terjadi antara developer (pengusaha perumahan) dengan nasabah.
Artinya, jika ada perianiian maka nasabah dapat dituntut telah melakukan
perbuatan melanggar hukum di samping telah wanprestasi.

Dari semua peristiwa yang terjadi di dalam perjanjian KPR-BTN dapat
disebabkan karena beberapa faktor antara lain : perjanjian yang
ditandatangani itu dibuat sepihak oleh pihak kreditur, dan pihak debitur tidak
ikut serta menentukan isi pejanjiannya.

Pihak debitur tidak memahami isi perjanjian yang ditandantangani
karena kurangnyﬁ penjelasan dari pihak kreditur, apalagi pihak debitur
menganggap perjanjian yang dibuat hanya antara dia dengan pihak pengusaha

perumahan, tidak dengan Bank.

* Varia Peradilan, Nomor : 182, h. 58
* Varia Peradilan, Nomor 91,h. 32

5

Tesis Wanprestasi dalam pelaksanaan... Masruroh



ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Jadi pokok masalahnya pada perjanjian yang dibuat sepihak secara baku
(standaard) yang tidak dipahami sepenuhnya oleh pihak debitur.

Model perjanjian yang demikian memang tidak dilarang oleh undang-
undang karena Hukum Perjanjian pada dasarnya menganut sistem terbuka,
yaitu suatu sistem yang memberi kebebasan bagi pihak-pihak yang berjanji
untuk membuat perjanjian yang berbentuk dan berisi apa saja, yang terkenal
dengan isitilah “asas Kebebasan Berkontrak” yang diberikan oleh Pasal 1338
ayat (1} BW., yang bunyinya sebagai berikut : “semua persetujuan yang
dibuat secara sah beriaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya”.

Dengan asas kebebasan berkontrak yang dianut oleh Hukum Perjanjian;
dimana Hukum Perjanjian memberi peluang yang sebebas-bebasnya bagi
meraka yang membuatnya untuk membuat suatu perjanjian dengan bentuk
dan isi di luar ketentuan undang-undang, namun kebebasan tersebut bukanlah
kebebasan yang sebebas-bebasnya, tetapi kebebasan yang dibatasi dengan
kebebasan sebagai pembatas umum, antara lain perjanjian tersebut tidak boleh
bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum’, syarat
perjanjian tersebut harus mungkin terlaksana®, dan juga perjanjian tersebut
tidak diatur dalam Hukum Pemaksa’, maka perjanjian itu beriaku sebagi
undang-undang bagi mereka yang membuatnya, asal dibuat secara sah: artinya

memenuhi syarat-syarat perjanjian yang ada dalam Pasal 1320 BW., yaitu

’ Baca : Pasal 1337 BW. i

¢ Ibid, baca : Pasal 1245 BW. :

7 Abdul Kadir Murammad, Hukien Perjanjian. Alumni, Bandung, 1986, h.66
6
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sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu
perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang diperbolehkan.

Dengan dianutnya sistem terbuka oleh Hukum Perjanjian, yang sekaligus
dengan asas kebebasan berkontrak yang diberikan oleh Pasal 1338 ayat (1)
BW., maka timbul berbagai macam bentuk dan isi perjanjian, antara lain
berupa perjanjian standaard atau perjanjian baku; yaitu suatu perjanjian yang
dibuat oleh salah satu pihak, dan pihak yang lainnya tinggal menerimanya
tanpa harus dapat ikut menentukan isi perjanjian yang dibuat. Namun apapun
bentuk dan isi perjamjian yang dibuat tetap harus memenuhi syarat-syarat
perjanjian yang ada i dalam Pasat 1320 BW. agar perjanjian tersebut sah
dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Perjanjtan Kredit Perumahan Rakyat merupakan salah satu bentuk
perjanjian yang dibuat secara baku, yaitu suatu perjanjian yang dibuat

oleh salah satu pihak -- dalam hal ini pihak pengembang (developer) --
dan pihak lainnya yaitu nasabah tinggal menerimanya dengan membubuhkan
tanda tangan sebagai bentuk tanda kesepakatan, tanpa dapat ikut serta
menentukan bentuk dan isi perjanjian tersebut.

Perjanjian yang dibuat dengan cara demikian dimaksudkan untuk
memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien, dan benar-benar tidak
menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan -- sungguhpun
demikian -- dalam penandatanganan perjanjian oleh pihak nasabah, perlu
Juga dipertanyakan apakah pihak nasabah dalam menandatangani perjanjian

itu benar-benar sebagai pernyataan kehendak yang sesuai dengan kehendak
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yang sebenarnya. Artinya, apakah kehendak nasabah yang dinyatakan dalam
bentuk tanda tangan tersebut tidak mengandung cacat kehendak di dalamnya.

Dalam kenyataannya, Perjanjian Kredit Perumahan Rakyat yang dibuat
sepihak oleh pihak pengembang tanpa ikut sertanya pihak nasabah
mengandung beberapa kelemahan, antara lain : bagi pihak pengembang
merupakan lahan keuntungan dimana ia dapat dengan leluasa menentukan isi
perjanjian yang berkaitan dengan harga rumah, besarnya angsuran perbulan,
lamanya jangka cicilan, dan beban bunga yang harus dibayar setiap bulan.
Apalagi pihak pengembang mempunyai keunggulan baik secara ekonomis
maupun psikologis dibanding pihak nasabah, sehingga pihak nasabah tanpa
berpikir panjang akan menerima syarat-syarat yang ada dalam perjanjian asal
ia dengan mudah dapat ramah yang diingickan.

Sedangkan bagi pihak pasabah, dengan alasan tanpa berpikir panjang
ketika menandatangani Perjanjian Kredit Perumahan Rakyat, memberi
peluang baginya manakala di kemudian hari ia tidak dapat memenuhi ist
perjanjian yang ada dengan alasan, bahwa ia tidak memahami isi perjanjian
vang ditandatangani dengan segala konsekuensinya, apalagi ia dalam keadaan
butuh cepat-cepat mendapatkan rumah yang dimaksud.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat dipermasalahkan sebagai
berikut :

1. Apakah perjanjian baku Kredit Perumahan Rakyat (KPR) tersebut telah
memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur oleh Pasal
1320BW. ?

2. Bagaimana akibat hukumnya bila terjadi wanprestast ?

8
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2. Tujuan Penelitian
2.1. Untuk mengetahui apakah perjanjian standaard Kredit Perumahan Rakyat
(KPR) tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana
yang diatur oleh Pasal 1320 BW;

2.2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukumnya bila terjadi wanprestasi.

3. Manfaat Penelitian.
Penelitian int dimaksudkan untuk :
3.1. Secara Umum.
Mendapatkan pengetahuan secara teori tentang sah-tidaknya perjanjian
yang dibuat secara standaard pada umumnya, dan khususnya perjanjian
Kredit Perumahan Rakyat (KPR). Sebab tidak menutup kemungkinan apa
yang sah menurut teori kadang-kadang tidak berlaku didalam praktek.
Begitu sebaliknya, apa yang tidak sah menurut teori tetapi berlaku didalam
praktek, dan malah terus berlaku dan dianggap itulah yang sah.
3.2. Secara Khusus
3.2.1.Bagi Penulis
a. Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan;
b. Untuk mendorong penulis agar lebih giat dalam melakukan
penelitian, terutama yang berkaitan dengan segala macam
bentuk perjanjian yang ada di dalam masyarakat yang selama ini

hanya berdasarkan pada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan.
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3.2.2.Bagi Pengembangan Iimu Pengetahun
a. Dapat menambah wawasan keilmuan, khususnya di bidang
Perjanjian standaard,;
b. Dapat dijadikan dasar atau pegangan untuk melakukan
penelitian lanjutan;
c. Dapat digunakan sebagai bahan bacaan tambahan di bidang
Hukum Perjanjian.
3.3.2.Bagi Pembaca
Diharapkan hasil penelitian ini dapat diambil suatu pengertian
tentang keabsahan perjanjian standaard, khususnya petjanjian
Kredit Perumahan Rakyat yang secara praktek telah beriaku di

dalam masyarakat.

4. Kajian Pustaka

Hukum perjanjian yang diatur dalam buku III BW. menganut sistem
terbuka, artinya memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada
masyarakat untuk membuat perjanjian yang berbentuk dan berisi apa saja asal
tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum

(Pasal 1338 BW.)
Dengan dianutnya sistem terbuka maka hukum perjanjian berkembang
pesat, baik bentuk maupun isinya, bahkan secara teori pengertian perjanjian itu
sendiri juga ikut berkembang, yaitu dari pengertian yang diberikan oleh Pasal

1313 BW. sebagai suatu “Perbuatan” (handeling) menjadi “Perbuatan Hukum™

10
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(rechtshandeling) sebagaimana yang diberikan oleh doktrin (Communis Opinio
Doctorum) dan Yurisrn*udcnsi"s

Untuk sahnya suatu perjanjian, Pasal 1320 BW. menyebutkan 4 (empat)

syarat, yaitu :

- sepakat mereka yang mengikatkan diri;

- kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- suatu hal tertentu;

- suatu sebab yang diperbolehkan.

Dua syarat pertama disebut syarat subyektif karena mengenai subyek
perjanjian, sedangkan dua syarat vang kedua disebut syaraf obyketif karena
mengenai obyek perjanjian. Dengan tidak dipernuhinya syarat subyketif
perjanjiannya tetap terjadi, tetapai dapat dibatalkan (vernietig baar), akan
tetapi dalam bal tidak dipenuhinya syarat obyektif petjanjiannya batal demi
hukum (nietf'g)g

Pembatalan perjanjian dapat mengandung dua macam alasan, yaitu
dapat karena adanya wanprestasi, dan dapat pula pembatalan karena tidak
dipenuhinya syarat-syarat subyektif. Terhadap pembatalan yang karena tidak
dipenuhinya syarat-syarat subyektif itu tidak terjadi dengan sendirinya
melainkan harus melalui gugatan di pengadilan. Sedangkan yang karena
wanprestasi dapat diancam dengan beberapa sanksi berupa :

1. membayar ganti rugi;

2. pembatalan perjanjian;

® Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogjakarta, 2004, h.9
* Subekti, Hukum Perjazjian, PT. Intermasa, Bandung, 1979, h.17-20
11
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3. peralihan nisiko;
4. membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan di depan hakim

Pembatalan perjanjian vang karena tidak dipenuhinya syarat-syarat
subyektif dapat disebabkan karena adanya cacat kehendak, berupa kekhilafan
(dwaling), paksaan (dwang), dan penipuan (bedrog) sebagaimana ketentuan
dalam Pasal 1321 BW., dan dapat pula karena adanya penyalahgunaan
keadaan (Misbruik van Omstandigheden), yang di Indonesia belum
mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan. Namun
Mahkamah Agung Republik Indonesia pernah memutuskan suatu masalah
yang terkenal dengan putusan tentang Buku Pensiun, vaitu Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3431/K/Pdt/1985, dan
Nomor : 1904/K/Sip/1982, dan juga dapat berupa pembatalan perjanjian yang
karena subyek perjanjiar itu tidak cakap, baik karena belum cukup umur
(minderjarige), atau mereka yang telah dewasa (meerderjarige) tetapi sakit
ingatan, atau karena pemabuk dan pemboros, dan juga isteri yang tunduk
pada Hukum Perdata Barat, sebagaimana ketentuan yang ada dalam Pasal
1330 BW.

Terhadap mereka yang belum cukup umur harus diwakili oleh orang
tuanya atau walinya, sedang bagi mereka yang sudah cukup umur, yang harus
mewakili adalah walinya, yaitu bila sakit ingatan seluruh bidang hukum harus
diwakili, tetapi bagi yang pemabuk dan pemboros, hanya bidang hukum harta
kekayaan saja yang harus diwakili. Khusus bagi isteri yang tunduk pada
Hukum Perdata Barat, harus didampingi suaminya apabila melakukan

perbuatan hukum, namun sejak dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah
12
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Agung Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 1963, isteri dianggap telah

mampu melakukan perbuatan hukum, sehingga tidak perlu bantuan suaminya.
Sedangkan pembatalan perjanjian yang karena wanprestasi, baik

disebabkan karena alpa maupun lalai atau ingkar janji dapat berupa :

1. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan,

2. melaksanakan apa yang telah dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang
dijanjikan;:

3. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi tertambat; dan

4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Suatu perjanjian adalah terjadi atau ada apabila ada kata sepakat. Kata
sepakat adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan kehendak, artinya
apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu adalah dikehendaki pula oleh
pihak yang lainpya; yakni kehendak mereka adalah “sama” yaitu apa yang
mereka kehendaki adalah sama dalam kebalikannya, yang satu melakukan
kewajibannya dan yang lain menerima haknya'®. Kehendak di sini adalah
kehendak yang dinyatakan, artinya pernyataan kehendak yang disetnjui
(overeenkomstemende wilsverklaring) antara pihak-pihak yang berjanji''.

Di muka telah dijelaskan bahwa dengan dianutnya sistem terbuka hukum
perjanjian berkembang pesat. Perkembangan ini termasuk bentuk dan isi
perjanjian itu sendiri, yang antara lain berbentuk standaard atau baku yang

disebut dengan perjanjian baku, dan ada pula yang berisi kredit (dari penulis :

° Op.Cit, h. 16
" Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, PT. Citra Aditya Bakii,
Bandung, 1991, h. 98
13
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suatu jual-beli yang pembayarannya dengan cara angsuran atau mencicil)
yang disebut dengan Perjanjian Kredit.

Istilah kredit berasal dari bahasa Romawi “credere” yang berarti
“percaya” (Belanda : vertrouwen, Inggris : belive, trust or convidence)'? , dan
istilah tersebut telah ditemukan di dalam Pasal 1 angka 11 Undang-undang
Nomor : 10 Tahun 1998, tentang Perbankan. Sedangkan istilah Perjanjian
Kredit terdapat dalam Instruksi Pemerintah, yang ditujukan kepada
masyarakat Bank, bahwa dalam memberikan kredit untuk apapun, bank-bank
wajib menggunakan akad perjanjian kredit’>.

Di dalam praktek kredit baik oleh lembaga keuangan seperti bank
maupun oleh lembaga perkreditan seperti Kredit Perumahan Rakyat (KPR)
menunjukkan bahwa perjanjian kredit itu tumbuh sebagai perjanjian baku,
yaitu perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak dan pihak lainnya tinggal
menerima isi perjanjian itu. Perjanjian tersebut dapat dipandang sebagai
perjanjian pendahuluan, yaitu perjanjian pinjam uang, yang diikuti dengan
perianjian lanjutan berupa penyerahan barang, dan perjanjian standaard
tersebut sepenubnya sah'*

5. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu

penclitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan, dan sudah barang

tentu bahan hukum yang digunakan sebagai obyek adalah bahan hukum

' Ibid, h.23
" Ibid. h. 21

‘* Vollmar, terjemahan 1.S. Adiwinarta, Pengantar Studi Hukum Perdaia, Jilid 1,
Rajawali Press, Jakarta, 1980, h. 7

14
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skunder, baik skunder-primer, skunder-skunder, maupun skunder-tersier.
Walaupun demikian, jika diperlukan akan dilakukan penelitian lapangan untuk
melengkapi bahan-bahan dari kepustakaan dengan cara observasi kepada salah
satu nasabah Kredit Perumahan Rakyat (KPR) yang masih dalam angsuran
yang berjalan.

5.1. Pendekatan Masalah

Di atas telah dikemukakan bahwa penelitian ini merupakan
penelitian hukum normatif; dengan kata lain tipe penelitian im adalah
penelitian hukum normatif, yang sudah barang tentu bahan hukum yang
diandalkan sebagai data pokok adalah bahan hukum sekunder yang digali
dari kepustakaan dengan cara studi dokumen. Di samping itu, bila
diperlukan akan dilakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan bahan
hukum primer sebagai pelengkap bahan hukum dari kepustakaan terhadap
salah satu nasabah Kredit Perumahan Rakyat yang masih dalam angsuran
yang berjalan, dan tidak menutup kemungkinan dalam penelitian lapangan
ini akan didapat data-data yang sifainya sudah baku berupa data statistik,
atau juga berupa model perjanjian kredit yang sudah diformat terlebih
dahulu, yang semuanya itu merupakan bahan hukum skunder, dan bahan
hukum primer walaupun didapat dari lapangan.

Dalam peneclitian ini mengingat permasalahnnya tentang sab-
tidaknya perjanjian Kredit Perumahan Rakyat dilihat dari segi aturan yang
diberikan oleh Pasal 1320 BW,, dan juga tentang akibat hukum dari
perjanjian tersebut bila terjadi wanprestasi, maka pendckatan yang

digunakan ialah dapat dipilah-pilah terhadap 3 (tiga) permasalahan, yaitu :
15
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a. yang menyangkut perjanjian itu sendiri;

b. yang menyangkut sah atau tidaknya perjanjian;

¢. yang menyangkut akibat hukumnya.

ad.a. Permasalahan yang berkaitan dengan perjanjian Kredit
Perumahan Rakyat, bila dilihat dari bentuk dan isi pefanjiannya,
pendekatan yang digunakan adalah contractual approach, artinya
bagaimana perjanjian itu dibuat, apa bentuknya, dan isi yang
dikandungnya apa saja.
Suatu perjanjisn.dapai’ dibuar~oleh. pihak-pihak yang berjanji
dengan berbagai macam cara, fetapi situasi dan kondisi
menentukan bagaimana perjanjian itu dibuat, yang sudah barang
tentu akan mempengaruhi bentuk dan isi perjanjian itu sendiri. Bila
para pihak dalam situasi yang inginnya serba cepat, efektif, dan
efisien, dan juga tidak dalam keadaaan yang tidak seimbang baik
secara ekonomis maupun psikologis, maka perjanjian yang dibuat
sudah barang tentu bentuk dan isinya disepakati bersama sebelum
membuat format perjanjian. Tetapi apabila dalam situasi dan
kondisi sebagaimana tersebut di atas maka perjanjian yang dibuat
bentuk dan isinya dapat oleh salah satu pihak sedangkan pihak
yang lainnnya tinggal menerimanya,
Dilihat dari segi perjanjiannya pula, bila melihatnya dari sisi
pengertian perjanjian, maka rujukannya dapat berupa pengertian
yang diberikan cleh Pasal 1313 BW., dan juga oleh doktrin, baik

yang klasik maupun yang baru. Pengertian perjanjian yang
16
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rujukannya Pasal 1313 BW., pendekatan yang digunakan adalah
statuta approach, karena pengertian perjanjian yang ada dalam
pasal tersebut, untuk ukuran pengertian hukum sekarang sudah
tidak dapat menjelaskan, dimana pasal tersebut member pengertian
perjanjian sebagaima suatu “perbuatan (handeling)” bukan
“perbuatan hukum”, artinya bila salah satu pihak wanprestai maka
pihak lainnya tidak dapat menuntutnya.

Sedangkan pengerfian perjanjian yang rujukannya doktrin, baik
klasik maupun baru pendekatan yang digunakan adalah conceptual
approach, yaitu berdasarkan perkembangan yang ada, pengertian
perjanjian menurut doktrin klasik sebagai “perbuatan hukum”, yang
sudah barang tentu merupakan akibat hukum. Namun perbuatan
hukum di sini dilibatnya sebagai suatu perbuatan hukum yang
bersisi dua (een fweezijdige rechtshandeling). Sehingga doktrin
baru melihat perjanjian sebagai dua perbuatan hukum yang bersisi
satu (twee eendijdige rechtshandelingen), artinya masing-masing
pihak melakukan perbuatan hukum yang sisinya satu yaitu prestasi.
Sehingga apabila salah satu pihak wanprestasi, maka pthak lainnya
dapat menuntut pemenuhan prestasi tersebut kepada pihak lainnya,
karena pihak yang wanprestast juga melakukan perbuatan hukum,
maka layaklah jika ia harus memikul akibat hukumnya. Kajian teori
terhadap pengertian perjanjian ini, maka pendekatan yang

digunakan adalah conceptual approach.

17
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ad.b. Permasalahan yang menyangkut sah atau tidaknya perjanjian
Kredit Perumahan Rakyat, pertama-tama dilihat dari ada tidaknya
kesepakatan, karena perjanjian itu ada dan tidaknya tergantung dan
ada tidaknya kesepakatan (kata sepakat). Mengenai kesepakatan ini
bila rujukannya Pasal 1320 BW. yang memuat syarat-syarat sahnya
perjanjian, baik yang subyektif maupun obyektif, terutama point 1
(satu)-nya, maka pendekatan yang dilakukan adzlah statura
approach. SedangKan apabila rujukannya teor, yang memberi
penjelasan bahwa kesepakatan atau kata sepakat itu adalah
persesuaian kehendak antara pihak-pihak yang berjanji, dan bukan
sekedar ke-sesuaian, yang artinya kehendak mercka harus sama,
dalam arti kebalikannya, yang satu berhak atas sesuatu sedangkan
yang lainnya berkewajiban memberikan kepada yang satu, begitu
sebaliknya. Kehendak di sini tidak hanya harus sama antara pihak-
pihak, tetapi kehendak mereka harus sama dengan pernvataan
kehendaknya (overeenkomstemende  wilsverkiaring), maka

pendekatan yang digunakan adalah conceptual approach.

ad.c. Permasalahan yang berkaitan dengan akibat hukum perjanjian
Kredit Perumahan Rakyat, dibedakan antara akibat hukum yang
disebabkan karena batal demi hukum (nietig) dengan pembatalan
(vernietig). Untuk yang batal demi hukum tidak dibicarakan karena
tidak ada kaitannya dengan perjanjian Kredit Perumahan Rakyat,

sedangkan pembatalan yang dibicarakan dengan dibedakan antara
18
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pembatalan yang disebabkan karena tidak dipenuhinya syarat
subyektif dan pembatalan yang disecbabkan karena adanya
wanprestasi. Pembatalan perjanjian karena tidak dipenuhinya syarat
subyektif dapat dilihat dari adanya kekhilafan (dwaling), paksaan
(dwaang); dan penipuan (bedrog) yang diatur dalam Pasal 1321
BW., dan sudah barang tentu pendekatan yang digunakan adalah
statuta  approac, dan juga dapat dilihat dari adanya
penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden), yang
pasal undang-undang Indonesta belum mengatumnya, sedangkan
Mahkamah Agung Republik Indonesia pernah memutuskan suatu
masalah yang terkenal dengan putusan tentang Buku Pensiun, yaitu
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
3431/K/Pdt/1985, dan Nomor : 1904/K/Sip/1982. Dengan
demikian pendekatan yang digunakan adalah conceptual approach.
Adapun pembatalan perjanjian yang disebabkan karena wanprestasi
dapat dibedakan rujukannya antara pasal peraturan perundang-
undangan dengan teori yang ada. Untuk rujukannya pasal peraturan
perundang-undangan yaitu Pasal 1238 BW., dengan pendekatan
statuta approach. Sedangkan yang rujukannya teori yang memberi
pengertian wanprestasi, baik karena alpa, lalai atau ingkar janji,
dapat berupa :
a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
b. melaksanakan apa yang telah dijanjikannya tetapi tidak
sebagaimana yang dijanjikan;

19
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c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh
dilakukan, maka sanksinya dapat berupa :

a. pemenuhan perjanjian;

b. pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti rugi;

¢. ganti rugi saja;

d. pembatalan perjanjian; dan

e. pembatalan pérjanjian disertai dengan ganti rugi, maka
pendekatan yang digunakan adalah conceptual approach. |

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendekatan yang

digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. contractual approach;

2. statuta appreach; dan

3. conceptual approach.

5.2. Bahan Hukum Penelitian
Bahan hukum penelitian yang digunakan berupa bahan Hukum
Skunder, yaitu :
1. Primer, yaitu bahan hukum mengikat.
a. TAP MPR;
b. GBHN;
¢. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW.)

d. Undang-undang Nomor : 10 Tahun 1998, tentang Perbankan

20
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e. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan
Konsumen;
f.  Yurisprudensi.
2. Skunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai
bahan hukum primer, yaitu :
a. Buku-buku Hukum;
b. Hasil-hasil Penelitian Hukum;
c. Blanko Perjanjian Kredit Perumahan Rakyat
3. Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan
terhadap Bahan Hukum Primer dan Skunder, yaitu :
a. Kamus Hukum;
b. Kamus Bahasa Belanda;
¢. Kamus Bahasa Inggrs;
d. Kamus Bahasa Indonesia
e. Kamus Internasional.
Khusus untuk penelitian lapangan tidak ditentukan wilayah

penelitiannya karena sifatnya komplemen belaka.

5.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Terhadap Bahan Hukum yang sifatnya skunder akan dilakukan
dengan cara studi dokumen, Yaim dengan cara mempelajari pasal-pasal
dalam peraturan perundang-undangan, di samping teori-teori yang ada

dalam buku-buku maupun yang ada dalam tulisan-tulisan ilmiah untuk
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diambil suatu kesimpulan agar dapat dengan jelas gambaran kebenaran
atas permasalahan yang diteliti.

Demikian pula dengan bahan hukum yang didapat dari lapangan,
karena bentuknya berupa model perjanjian Kredit Perumahan Rakyat,
maka dikategorikan sebagai bahan hukum skunder, dan bahan hukum

primer, walaupun didapat dari lapangan.

5.4. Analisis Hasil.

Dalam penelitian ini dipergunakan analisis deskriptif-kualitatif,
yaitu bahwa hasil penelitian yang diuraikan dalam bentuk penjelasan-
penjelasan dalam susunan kalimat, tidak dalam bentuk penjelasan yang
berupa angka-angka.

Dalam penelitian ini yang diteliti mengenai sah-tidaknya Perjanjian
Kredit Perumahan Rakyat dan akibat hukumnya jika terjadi wanprestasi,
maka yang menjadi ukuran pokok dalam penelitian ini adalah ada-
tidaknya kesepakatan, dan sudah barang tentu untuk dapat menentukan
ada-tidaknya kesepakatan adalah dengan cara mencari kehendak yang
senyatanya dan bukan sekedar kehendak yang dipernyatakan (the real
will and not the will as declared), dan baru kemudian dilibat akibat-
akibat hukumnya.

Berkaitan dengan materi pokok yang diteliti tersebut di atas, maka
penelitian ini menggunakan metode Induksi dan Deduksi secara timbal-
balik agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang pokok
masalah y}ang diteliti.

22

Tesis Wanprestasi dalam pelaksanaan... Masruroh



Tesis

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

6. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan judul thesis ini, yaitu Wanprestasi Dalam Pelaksanaan
Perjanjian  Kredit Perumahan Rakyat (KPR), yang penelitiannya
menitikberatkan pada permasalahan sah-tidaknya perjanjian Kredit Perumahan
Rakyat tersebut dengan segala akibatnya apabila terjadi wanprestasi, maka
secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I, merupakan Bab Pendahuluan, yang di dalamnya menguraikan
tentang Latar Balakang dan Perumusan Masalahnya, dengan asumsi dasar
tentang adanya kesenjangan aniara teori dengan praktek, berupa teori bahwa
perjanjian itu ada karena adanya kata sepakat, yang dituangkan dalam Pasal
1320 BW., sebagai syarat sahnya suatu perjanjian, dan kata sepakat menurut
teori yaitu persesuaian antara kehendak dan pernyataan kehendak, dan bukan
sekedar kesesuaian, artinya berupa kehendak yang dinyatakan dan bukan
kehendak yang dipernyatakan. Namun karena hukum perjanjian menganut
sistem terbuka dengan asas kebebasan berkontraknya, maka hukum perjanjian
berkembang pesat, tidak hanya pengertian perjanjian saja yang berkembang
tetapi bentuk dan isi perjanjian tersebut juga ikut berkembang, schingga
didapatkan bentuk perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Standaard, yaitu
perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak dan pihak lamnnya tinggal
menerimanya, sebagaimana perjanjian Kredit Perumahan Rakyat. Kesenjangan
antara teori dan praktek itulah yang akan difeliti dan hasilnya dituangkan dalam
Bab II dan Bab III.

Bab Pendahuluan ini menguraikan pula tentang Keaslian Penelitian untuk

menunjukkan ketidaksamaannya dengan penelitian-penelitian yang pernah
23
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dilakukan, dan apabila sama, mungkin hanya judulnya saja tetapi permasalahan
dan obyek yang diteliti berbeda. Juga menguraikan tentang Kegunaan maupun
Manfaat Penelitian, baik secara teori mapun praktek. Selanjutnya dalam bab ini
dijelaskan Tujuan Penelitian sesusai dengan permasalahan yang ada.
Dilanjutkan dengan Landasan Teori sebagai tolok ukur penyelesaian masalah
yang diteliti, dengan pengertian bahwa permasalahan yang ditelitt diselesaikan
dengan dasar landasan teori sebagai dasar jawaban.

Terakhir bab ini menguraikan tentang Metode Penelitian yang meliputi
Pendekatan Masalah berupa Contractual Approach, Statuta Approach, dan
Conceptual Approach, juga bahan hukum yang meliputi Bahan Hukum
Skunder, baik Primer, Skunder, maupun Tersier, yang semuanya itu merupakan
bahan hukum pokok dalam penelitian ini. Selanjutnya meliputi juga Teknik
Pengumpuian Bahan Hukum, yang dilakukan dengan cara studi dokumen, dan
diteruskan dengan Analisis Hasil penelitian dalam bentuk deskriptif-kualitatif,
artinya uraian-uraiannya berupa penjelasan dan susunan kalimat, tidak berupa
angka-angka, dengan cara induksi dan deduksi secara timbal balik.

BAB II, menguraikan tentang aturan perundang-undangan dan teori-
teori yang berkaitan dengan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yang dimulai
dengan uraian tentang perjanjian itu sendiri dari segi pengertian, bentuk dan
isinya. Dalam menguraikan pengertian perjanjian dikemukakan pengertian
vang ada dalam Pasal 1313 BW., yang mengatakan bahwa perjanjian adalah
“perbuatan” dan bukan “perbuatan hukum”. Juga dikemukakan pengertian

perjanjian yang didapat dari doktrin klasik bahwa perjanjian adalah “perbuatan
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hukum” dan doktrin yang baru, yang mengatakan perjanjian adalah “hubungan
hukum”.

Sedangkan bentuk dan isi perjanjian diuraikan berdasarkan pada Pasal
1338 BW. jo. Pasal 1320 BW. jo. Pasal 1337 BW. je. Pasal 1254 BW., yang
intinya bahwa hukum perjanjian menganut sistem terbuka dengan asas
kebebasan berkontraknya memberi kebebasan kepada para pihak untuk
membuat perjanjian yang berbentuk dan berisi apa saja asal tidak bertentangan
dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, juga syarat perjanjian
tersebut harus mungkin dilaksanakan, dan tidak diatur dalam hukum pemaksa.
Adapun untuk sahnya perjanjian diuraikan berdasarkan Pasal 1320 BW,,
khususnya point 1 tentang “kesepakatan™ yang secara teori berisi tentang
persesuaian antara kehendak dengan pernyataan kehendak. Kesepakatan atau
kata sepakat merupakan kunci ada tidaknya perianjian. Tergantung ada
tidaknya kata sepakat, sehingga Pasal 1320 BW. tidak hanya sebagai pasal
yang memuat syarat sahnya perjanjian saja, tetapi juga memuat tentang syarat
adanya perjanjian. Uraian-uraian yang ada dalam bab ini merupakan jawaban
atas permasalahan tentang sah tidaknya perjanjian Kredit Perumahan Rakyat.

BAB 1II. Dalam bab ini diuraikan tentang akibat hukum suatu
perjanjian, khususnya akibat hukum yang berkaitan dengan pembatalan
perjanjian, terutama yang karena wanprestasi. Dalam hal pembatalan perjanjian
tidak menutup kemungkinan pembatalan perjanjian yang karena tidak
dipenuhinya syarat subyektif, maka dalam bab ini juga diuraikan tentang itu,
yang pijakannya Pasal 1321 BW. tentang cacat kehendak, yang meliputi

kekhilafan, paksaan, dan penipuan, serta penyalahgunaan, yang aturannya
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berupa Yurisprudensi, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
3431/K/Pdt/1985 dan Nomor : 1904/K/Sip/1982, khusus mereka yang disebut
“golongan personae miserabile” digunakan Pasal 1330 BW., dan Surat Edaran
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 1963.

Adapun pembatalan perjanjian yang karena wanprestasi, baik bentuk maupun
saknsinya diuraikan berdasarkan Pasal 1238 BW. dan teori wanprestasi.
Uraian-uraian yang ada dalam bab ini merupakan jawaban atas permasalahan
tentang akibat hukum perjanjian Kredit Perumahan Rakyat apabila terjadi
wanprestasi.

BAB 1V, merupakan Bab Penutup, terdiri dari Kesimpulan yang
merupakan rangkuman dan Hasil Penelitian, yang uraiannya ada dalam Bab 11
dan Bab III, dengan kata lain, bab ini merupakan jawaban atas permasalahan
yang diteliti. Juga memuat Saran-saran sebagai pijakan untuk pengembangan

ilmu pengetahuan ke depan, dan juga untuk melakukan penelitian lanjutan.
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BAB II

KEABSAHAN PERJANJIAN
KREDIT PERUMAHAN RAKYAT

Bab ini merupakan analisis penelitian tentang permasalahan : Apakah
Perjamjian Kredilt Perumahan Rakyat telah memenuhi syarat-syarat sahnya
perjanjian sebagaimana yang diatur Pasal 1320 BW.

Untuk memudahkan sistematika penulisan, pertama-tama dibahas tentang
Sistem Terbuk» dan Asas Kebebasan Berkontrak yang dianut oleh Hukum
Perjanjian, kemudian diteruskan pembahasannya tentang perjanjian itu sendiri,
yang meliputi pengertian perjanjian dan syarat sahnya perjanjian, yang sudah
barang tentu inti dari pembahasan tersebut untuk dapat diketahui ada tidaknyva
kata sepakat untuk menentukan ada tidaknya perjanjian, dan setelah itu baru
dibaitas tentang sah tidaknya perjanjian, khususnya Perjanjian Kredit
Perumahan Rakyat apakah sudah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 BW.

1. Tentang SistemTerbuka & Asas Kebebasan Berkontrak
Hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang
Hukum Perdata (BW) menganut sistem terbuka, artinya memberikan
kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian

yang berbentuk dan berisi apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan
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undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Pasal-pasal dari hukum
perjanjian merupakan hukum pelengkap (optional law/aan voelensrecht),
yang artinya pasal-pasal itu boleh disingkirkan manakala pihak-pihak yang
membuat perjanjian menghendakinya. Mereka diperbolehkan membuat
ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal yang ada
dalam hukum perjanjian, ietapi apabila tidak membuat ketentuan-ketentuan
sendiri, maka mereka tunduk pada undang-undang. Dikatakan sebagai
hukum pelengkap karena benar-benar pasal-pasal dalam hukum perjanjian
itu dapat melengkapi perjanjian-perjanjian yang dibuat scara tidak lengkap'.

Sistem terbuka yang mengandung suatu asas “kebebasan” membuat
perjanjian, yang menurut paham individualisme, setiap orang bebas untuk
memperoleh apa yang dikehendaki, yang dalam hukum perjanjian
diwujudkan dalam “kebebasan berkontrak™ (partij
autonomie/contractvrijheidy’ lazimnya disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat
(1) BW. Yang berbunyi : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya’.

Dengan menekankan pada perkataan “semua”, maka pasal tersebut
berisi suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa semua diperbolehkan
membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja, dan perjanjian itu akan

mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang, dengan

! Subekti, Hukum Perjanjian, PT Intermasa, bandung, 1979, h. 13.
2 Mariam Darus Badrulzaman, KUHPerdata Buku [H, Hukum Perikatan dengan
, Penjelasan, Alumni, Bandung, 1993, h. 107.
i
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perkataan lain, dalam perjanjian semua diperbolehkan membuat undang-
undang bagi dirinya sendiri’.

Sedangkan perkataan ‘“secara sah” pembentuk undang-undang
menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus menurut hukum, dan
perjanjian itu secara sah mengikat pihak-pihak sebagai undang-undang.
Secara sah, yaitu pembuatan perjanjian harus mengikuti aturan syarat-syarat
sahnya perjanjian yang ada-di dalam Pasal 1320 BW., dan dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa Pasal 1338 ayat (1) BW. tidak hanya mengandung
asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikatnya perjanjian
sebagai undang-undang saja, tetapi juga terkandung asas kepastian hukum®.

Sistem terbuka dan hukum perjanjian juga mengandung suatu
pengertian bahwa perjanjian-perjanjian khusus yang diatur dalam undang-
undang hanyalah merupakan perjanjian yang paling terkenal saja dalam
masyarakat pada waktu BW dibentuk, misalnya undang-undang hanya
mengatur perjanjian-perjanjian jual-beli dan sewa-menyewa, tetapi dalam
praktek timbul suatu macam perjanjian yang dinamakan beli-sewa (huur
koop) yang merupakan campuran antara jual-beli dan sewa-menyewa’ yang
dalam istilah masyarakat umum “kredit” (penulis). Oleh karena pihak
pembeli tidak mampu membayar harga barang sekaligus, diadakanlah

perjanjian dimana pembeli dapat mencicil harga barang yang dibelinya

¥ Subekti, Op.Cit, . 15
* Mariam Darus Badrulzaman,Op.Cit, h. 109
* Subekti, Ibid, h. 14.
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secara angsuran, sedangkan hak milik (walaupun barangnya sudah dalam
kekuasaan si-pembeli) masih tetap ada pada si-penjual, dan baru berpindah
ke pembeli apabila angsuran yang penghabisan telah dibayar lunas. Selama
belum dibayar Iunas, si-pembeli hanya sebagai penyewa dan barang yang
dibelinya.

Berdasarkan uraian teoritis di atas, apabila dihadapkan pada pokok
permasalahan, dapat digambarkan bahwa Perjanjian Kredit Perumahan
Rakyat terjadi antara Pengembang (Developer) sebagai pihak pertama dan
Nasabah sebagai pihak kedua, dimana pihak pengembang sebagai
perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan perumahan rakyat tidak
hanya bertujuan melayani kepentingan umum tetapi juga mencari
keuntungan.

Pengembang vang jelas-jelas mencari keuntungan dalam usahanya
dapat dikatakan sebagai pihak yang kuat kedudukannya, baik secara
ekonomis maupun psikologis, sedangkan Nasabah jelas-jelas sebagai pihak
yang lemah, karena bagimanapun juga ia sebagai pihak yang membutuhkan
pelayanan umum dari Pengembang.

Pengembang mempunyai kekuasaan untuk menentukan pemberian
atau tidaknya permohonan kredit perumahan yang diajukan oleh Nasabah.

Kenyataannya dengan keunggulan yang dimiliki oleh pihak Pengembang itu
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menjadikan ia leluasa untuk menentukan kedudukan hukumnya, dengan
membuat Petjanjian Kredit Perumahan Rakyat dalam bentuk baku (uraian
tentang Perjanjian Standaard terdapat di dalam Bab III).

Dengan pembakuan perjanjian kredit memang menunjang efisiensi
pelayanan pihak pengembang, namun praktek penggunaannya dapat
memberatkan pihak Nasabah. Sebagai contoh di dalam Perjanjian Kredit
Perumahan Rakyat yang terkenal dengan istilah Surat Perjanjian KPR-BTN,
pihak Pengembang mencantumkan syarat perjanjian yang secara implisit
merupakan syarat eksonerasi, yaitu berkenaan dengan harga barang,
besarnya angsuran, jangka waktu pelunasan, dan suku bunga pinjaman.
Selanjutnya pihak Nasabah dapat digambarkan bahwa pada umumnya
mereka yang telah mengambil kredit perumahan adalah mereka yang
ekonominya pas-pasan; artinya, jika ia ekonominya mampu tidak mungkin
membeli rumah dengan cara angsuran, dan karena ekonomi yang pas-pasan
tersebut dapat dikatakan baik secara ekonomis maupun psikologis membawa
Nasabah untuk tidak banyak perhitungan dalam hal kerugian yang bakal
diterimanya, termasuk tingginya harga, angsuran, jangka waktu pelunasan,
dan suku bunga pinjaman atas kredit yang diajukan.

Dari gambaran umum mengenai kondisi para pihak dalam Perjanjian
Kredit Perumahan Rakyat tersebut, maka secara nyata tidak perlu dibuktikan
lagi bahwa pihak Pengembang berada dalam posisi yang unggul karena
berhadapan dengan masyarakat golongan ekonomi pas-pasan (lemah).
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Dalam Perjanjian Kredit Perumahan Rakyat antara pihak Pengambang
dengan pihak Nasabah, secara teori didahului dengan permohonan kredit
oleh Nasabah, dan atas permohonan tersebut pihak Nasabah melengkapi
syarat-syarat yang diperlukan untuk melangkah ke pembicaraan tentang
harga barang, besarnya angsuran, jangka waktu pelunasan, dan besarnya
suku bunga pinjaman. Namun dalam prakteknya tidak demikian, yakni
Nasabah mengajukan permohonan Kredit Perumahan Rakyat lengkap
dengan syarat-syarat yang ditentukan, lalu pihak Nasabah disodori blanko
penanjian kredit yang sudah terformat sebelumnya, yang bensi tentang
segala hal sebagaimana yang tersebut di atas. Apabila Nasabah menerima isi
perjanjian itu, maka dengan segala konsekuensinya ia menerima akibat
hukumnya, artinya menerima apa saja yang telah ditentukan oleh pihak
Pengembang, tanpa dapat merubahnya, dan dengan sendirinya perjanjian
telah terjadi.

Lebih dari itu, pada waktu Nasabah menyetujui harga rumah yang
dibeli dengan cara angsuran (bahasa umum : iredir), yang disodorkan oleh
pihak Pengembang, pada umumnya mereka hanya menerima begitu saja
tanpa dapat berupaya mengajukan keberatan-keberatan yang menurut ukuran
dirinya adalah berat.

Hal ini dapat dikatakan bahwa pihak Pengembang telah mengabaikan
hak dan kewajiban Nasabah, antara lain hak Nasabah yang berupa besar
harga rumah yang ia kehendaki, besarnya angsuran, jangka waktu pelunasan,

Il
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dan berupa penekanan kewajiban kepada Nasabah terhadap ketentuan—
ketentuan yang telah dicantumkan dalam perjanjian.

Diabaikannya hak dan kewajiban Nasabah disebabkan karena di
samping kurang telatennya Nasabah untuk membaca dengan teliti isi
perjanjian, pihak Pengembang menganggap bahwa para Nasabah pada
umumnya sudah mengetahui tentang bagaimana jenis-jenis rumah yang
dibeli dengan cara angsuran, terhadap besarnya harga, angsuran, jangka
waktu, dan bunga lengkap dengan segala konsekuensinya.

Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan bentuk suatu lembaga yang
bergerak di bidang pelayanan umum. Yang jelas, walaupun pasal 1338 BW.
memberikan keleluasaan kepada mereka yang mengadakan perjanjian untuk
dengan bebas membuat perjanjian yang berbentuk dan berisi apa saja,
namun kebebasan tersebut tidak berarti bebas yang sebebas-bebasnya,
sampai mengabaikan unsur pokok dalam perjanjian yang disebut dengan
kesepakatan.

Dalam hukum dikenal adanya upaya perlindungan hukum yang
bersifat preventif, yaitu suatu upaya periindungan hukum yang dapat
dilakukan oleh pembentuk undang-undang dengan mewajibkan kepada
pthak-pihak yang membuat perjanjian dalam bentuk baku, utamanya untuk
memenuhi syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam penyusunan
perjanjian baku. Perlindungan hukum preventif ini sebenamya merupakan
upaya untuk mencari rumusan perjanjian baku, yang selain dapat diterima
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oleh pihak-pihak yang membuat, juga dapat sesuai dengan asas-asas hukum
perjanjian.

Khusus yang berkaitan dengan Perjanjian Kredit Perumahan Rakyat,
seharusnya sebelum memberikan penawaran kepada pihak Nasabah, pithak
Pengembang dapat diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat yang telah
ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Lebih rinci penulis uraikan
sebagai berikut :

Perlindungan hukum preventif di sini pada hakikatnya merupakan
upaya pembentuk undang-undang untuk mewajibkan pihak Pengembang
guna memberikan hak dan kewajiban kepada Nasabah. Dengan demikian,
pihak Pengembang wajib menyusun perjanjian baku yang memungkinkan
pthak Nasabah tidak dirugikan, yaitu dengan cara mendasarkan penyusunan
perjanjian baku pada pedoman yang ditetapkan oleh pembentuk undang-
undang.

Suatu penanjian baku dapat dikatakan ideal, apabila dalam
penyusunannya memperhatikan asas-asas hukum perjanjian. Namun
demikian tidak menutup kemungkinan timbulnya suatu sengketa sekalipun
asas-asas hukum perjanjian itu dipenuhi.

Asas-asas yang patut dikemukakan oleh pembentuk undang-undang
1alah asas-asas yang terkandung di dalam Pasal 1338 BW. jo. Pasal 1320
BW., yaitu asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas
mengikatnya undang-undang, dan asas itikad baik. Dengan asas-asas
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tersebut dapat dicakup bagaimana seyogyanya perjanjian itu terjadi,
bagaimana bentuk dan isinya, serta bagaimana pelaksanaannya.

Asas konsensualisme merupakan unsur essensialia dari  suatu
perjanjian. Bagaimana asas ini harus ada dalam setiap perjanjian, termasuk
Perjanjian Kredit Perumahan Rakyat yang dibuat secara baku. Namun
kenyataannya, untuk menilai terjadinya kata sepakat dalam perjanjian Baku
memang relatif sulit, karena semua syarat perjanjian umumnya telah secara
baku ditetapkan sepihak, yaitu pihak Pengembang, dan Nasabah dihadapkan
pada syarat-syarat baku itu untuk menerimanya.

Menghadapi kenyataan tersebut, pihak Pengembang seyogyanya
menyusun syarat-syarat perjanjian dengan memperhatikan kepantasan dan
kepatutan (Billijkheid en Redelijkkheid), apa yang layak dan patut menurut
ukuran umum dapat diasumsikan bahwa Nasabah yang hendak mengadakan
perjanjian dan menyetujui Syarat-syaratnya, dapat diartikan benar-benar
menerima syarat-syarat perjanjiannya (kesepakatan yang terjadi tanpa cacat
kehendak).

Meskipun penyusunan perjanjian baku merupakan wewenang penuh
dari pihak Pengembang, namun ia seyogyanya tidak mengabaikan apalagi
memanfaatkan kondisi Nasabah yang serba butuh. Kalau tidak, tujuan
pemakaian perjanjian baku untuk pelayanan dengan cepat, efektif dan

efisien, justru akan mendatangkan masalah.
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Selain asas konsensusalisme tersebut di atas, pihak Pengembang
seyogyanya tidak menyalahgunakan kewenangan yang diberikan oleh Pasal
1338 ayat (1) BW., yang dikenal dengan asas kebebasan berkontrak, untuk
memberikan kebebasan pada para pihak menentukan bentuk dan isi
perjanjian yang akan dibuat.

Asas kebebasan berkontrak ini sangat diperlukan, karena pihak
Pengembang, baik secara ekonomi maupun psikologis, 1elah unggul dan
cenderung sewenang-wenang dalam penyusunan syarat-syarat perjanjian,
yaitu dengan sengaja atau tidak, karena dasamya mencari keuntungan yang
sebesar-besarnya, telah mengabaikan kondisi Nasabah yang sebenarnya.

Kecenderungan yang disebabkan adanya anggapan (dan bisa
dipastikan) para Pengembang, bahwa adanya ketergantungan pihak Nasabah
pada pihak Pengembang, akan memaksa pihak Nasabah tetap menerima
syarat-syarat perjanjian yang dibuatnya.

Asas ketiga yaitu asas mengikatnya perjanjian dimana pihak
Pengembang perlu memahaminya. Hal ini dikemukakan bahwa dari pihak
Pengembang masih ada kesan bahwa dengan ditandantanganinya Perjanjian
Kredit Perumahan Rakyat, maka pihak Nasabah terikat mutlak. Perjanjian
seolah-olah dijadikan perangkap siapa yang telah menandatangani perjanjian
tidak dapat mengelak untuk tidak melaksanakan perjanjian itu. Padahal,
dalam Pasal 1338 ayat (1) BW. dikatakan : “semua perjanjian yang dibuat
secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
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membuatnya”. Dengan demikian hanya perjanjian yang sah saja yang
mengikat. Akibatnya jika perjanjian itu tidak sah maka  terbuka
kemungkinan untuk terjadinya pembatalan.

Mcskipun dalam penyusunan perjanjian baku pihak Pengembang
bebas menentukan syarat-syarat perjanjian dan berusaha sedapat mungkin
menguntungkan dirinya, namun syarat-syarat perjanjian yang dibuat
seyogyanya tidak merug.kan Nasabah, walaupun pihak Nasabah mutlak
untuk melaksanakannya. Masalahnya, jika ternyata perjanjian tersebut tidak
sah, atau karena tidak dilaksanakan dengan baik, maka masih terbuka
kemungkinan bagi pihak Nasabah untuk meminta pembatalan.

Yang terakhir adalah asas itikad baik, sehubungan dengan asas ini
seyogyanya pihak Pengembang menyusun syarat-svarat baku dalam
perjanjian baku vang sejelas-jelasnya. Manfaatnya ialah agar dalam
pelaksanaan perjanjian tidak membuka peluang, khususnya bagi
Pengembang untuk menafsirkan syarat-syarat perjanjian baku yang
mengarah pada terjadinya pelaksanaan perjanjian tanpa adanya itikad baik.

Asas-asas perjanjian tersebut di atas seyogyanya ditetapkan olech
pembentuk undang-undang sebagai acuan bagi pihak Pengembang dalam
penyusunan perjanjian baku yang memuat tentang harga baku (umum),
besarnya angsuran, jangka waktu pelunasan, dan besarnya suku bunga,
karena pengaturan hal-hal tersebut merupakan titik sentral dalam perjanjian

kredit.
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Pentingnya penyusunan Perjanjian Kredit Perumahan Rakyat untuk
mendapatkan perhatian, mengingat hal ini berkaitan dengan kepentingan
masyarakat umum, khususnya masyarakat ekonomi lemah dalam menunjang
keberhasilan pembangunan nasional di bidang penataan ruang dan tempat,
yang memakai jasa kredit konsumtif, berupa pemenuhan salah satu
kebutuhan pokok, yaitu perumahan sebagai tempat tinggal. Karenanya,
kondisi sosial-ekonomis ‘dan psikologis Nasabah perlu diperhitungkan,
bagaimana perumusan pengaturan yang menyangkut harga angsuran, jangka
waktu pelunasan, dan suku bunga yang dapat dijangkau oleh Nasabah.

Kewenangan pihak Pengembang untuk membebaskan diri dari risiko
pelaksanaan Perjanjian Kredit Perumahan Rakyat memang dimungkinkan
oleh peraturan hukum konkret tentang perjanjian pinjam mengganti
sebagaimana Pasal 1756 ayat (2) BW®

Ketentuan tersebut jelas bahwa risiko atas terjadinya “perubahan
keadaan” ditanggung oleh debitur (misalnya rumah yang dibeli dengan cara
angsuran, sebelum selesal angsuran yang terakhir, tiba-tiba rumah tersebut
rusak, ambruk, atau musnah karena bencana). Namun Yurisprudensi yang
sekarang banyak dianut, meninggalkan pengaturan itu. Dalam hal terjadi
perubahan keadaan, risiko harus ditanggung oleh kedua belah pihak (H.R. 17

Juni 1949.NJ. 1949 No.544)’

¢ Baca : Pasal 1756 ayat (2) BW.
7 Subekti, f{ukum Perjanjian, PT. Intermasa, bandung, 1979, h. 4
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Keputusan Hoge Raad tersebut mencerminkan suatu penerapan asas
itikad yang harus dilindungkan dalam hal pelaksanaan perjanjian, seperti
terkandung dalam Pasal 1338 ayat (3) BW.? Hal ini dapat dimengerti bahwa
walaupun Perjanjian Kredit Perumahan Rakyat tidak termasuk perjanjian
bernama namun ia tetap tunduk pada Bab I dan 1I BW. sebagai peraturan
umum.” Karenanya, menurut hemat penulis mencatumkan besarnya harga,
besarnya angsuran, lamanya jangka waktu pelunasan, dan tingginya suku
bunga seyogyanya perlu dibuat dengan rumusan sebagai berikut :

- pihak Pengembang berhak menetapkan syarat-syarat sebagaimana tersebut
di atas;

- penetapan syarat-syarat tersebut tidak mengabaikan kondisi Nasabah, dan
jika ada lonjakan nilai tukar rupiah, maka yang demikian harus ditanggung
bersama-sama antara pihak Pengembang dengan Nasabah.

Perumusan syarat-syarat Perjanjian Kredit Perumahan Rakyat
sebagaimana tersebut di atas dapat dirasakan mendekati syarat-syarat
perjanjian baku yang ideal. Alasannya, perfama, karena syarat perjanjian
tersebut dapat diterima berdasarkan kepatutan dan kepantasan, sehingga
pihak Nasabah yang menghendaki diadakannya Perjanjian Kredit Peruamahan
Rakyat, secara apriori dapat dianggap telah memberikan kesepakatan;

artinya, Nasabah tidak dapat mengelak bahwa ia tidak menghendaki

® Baca : Pasal 1338 ayat (3) dan Pasal 1339 BW.
° Baca : Pasal 1319 BW.
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perjanjian yang dibuat dengan syarat yang telah dinilainya memberatkan.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan “teori kepercayaan™, jika terdapat
perbedaan antara pernyataan Nasabah (dalam hal ini  berupa
penandatanganan  perjanjian  kredit) dengan  kehendaknya (tidak
menghendaki perjanjian dibuat dalam bentuk yang demikian), maka yang
berlaku dan diterima ialah syarat-syarat perjanjian yang secara obyektif
dapat dipercaya.

Dengan penetapan syarat-syarat tersebut dapat dikatakan bahwa, pihak
Pengembang telah mengupayakan untuk dapat diterimanya (sebagai kata
sepakat) syarat-syarat perjanjian tersebut oleh pihak Nasabah tanpa adanya
cacat kehendak, yang berarti telah memenuhi tuntunan asas konsensualisme.,
Di samping itu pula pihak Pengembang juga dianggap tidak
menyalahgunakan asas kebebasan berkontrak, dan dengan demikian asas
mengikainya perjanjian menjadi lebih terjamin.

Kedua, penegasan syarat perjanjian tersebut di atas tidak membuka
peluang bagi pihak Pengembang untuk menafsirkan syarat-syarat tersebut
yang dalam pelaksanaan perjgnjiannya dapat merugikan Nasabah. Secara
implisit, di sini pihak Pengembang menunjukkan adanya itikad baik dalam

penyusunan maupun pelaksanaan perjanjian.
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2. Tentang Perjanjian.
2.1. Pengertian Perjanjian.

Dengan dianutnya sistem terbuka, Hukum Perjanjian berkembang
dengan pesat sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat, tidak
hanya bentuk dan isinya perjanjian saja yang berkembang, tetapi
pengertian atau definisi perjanjian itu sendiri jugﬁ ikut berkembang.

Perkembangan pengertian perjanjian pertama kali dapat dilihat dari
definisi yang diberikan oleh Pasal 1313 BW., yang menurut teori
sekarang ini sudah tidak dapat memberikan kejelasan tentang sifat dari
perjanjian itu. Dikatakan tidak memberikan kejelasan karena tidak
lengkap, dan pula terlalu luas.'® Tidak lengkap karena yang dirumuskan
itu hanya mengenat perjanjian sepihak saja. Terlalu luas karena dapat
mencakup hal-hal yang mengenai janji kawin, vaitu perbuatan di dalam
lapangan Hukum Keluarga vang menimbulkan hukum perjanjian, juga
mencakup perbuatan melawan hukum, walaupun perbuatan melawan
hukum ini tidak ada unsur persetujuan di dalamnya.'' Definisi perjanjian

tersebut adalah sebagai berikut :

to Vollmar, Terjemahan L.S.Adiwimarta, Pengantar Studi Hukum Perdata, Jilid L, Rajawali
Press, Jakarta, 1984, h. 127

"' Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogjakarta, 2004, h. 27.
41
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“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana seorang atau
lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih
lainnya™’

Di dalam Pasal 1313 BW. bunyi aslinya sebagai berikut :

“Kene overeenkomst is eene handeling waarbij ee of meer personen
zich jegens een of meer anderee verbinden” 13

Da:i bunyi Pasal 1313 BW. tersebut di atas dapat dilihat bahwa
perjanjian adalah suatu “perbuatan” (handeling), dan bukan “perbuatan
hukum™ (rechtshandeling), sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap
perbuatan dapat disebut sebagai perjanjian walaupun perjanjian tersebut
tidak menimbulkan akibat hukum'.

Menurut istilah kebiasaan dalam hukum (juridische spraakgebruik),
perbuatan adalah setiap perilaku yang dikehendaki (gewild) tanpa
memperhatikan apakah akibat hukum yang timbul kerana perbuatan itu
diharapkan atau  tidak'’ schingga zaakwaarneming (mengurus

perkara/masalah orang lain sementara, tanpa diminta orang tersebut)'®

dan onrechtmatige daad (perbuatan melawan hukum)'’ dapat dinamakan

2 Baca : Pasal 1313 BW.

2 Lihat : Buurgerlijk Wetboek (BW) dan Angelbrecht

"4 Sudikno Mertokusumo, Loe.Cit, b. 35

'3 Paulus Mulyadi, Kamus Istilah-istilah Hukum Belanda, Karya Nusantara, Jakarta, h. 18
' W.van Hoeve, Kamus Belanda-Indonesia, PT. ichtiar Baru van Houve, Jakarta, 1991,

h. 625.
'” W. van Houve, Ibid, h. 317 i

‘4z
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perjanjian jika pembentuk undang-undang meletakkan dua perbuatan itu
dalam titel kedua dan tidak datam titel ketiga.'®

Dari definisi perjanjian yang tidak jelas itu perlu dicari lagi dan
sumber hukum lain, baik dari doktrin (communis opinio doctorum)
maupun dari putusan hakim (yurisprudensi) yang oleh van Apeldoorn
disebut sebagai faktor yang membantu pembentukan hukum'’, sedangkan
menurut Lemaire sebagai determinan bagi pembentukan hukum?’,
sehingga dihasilkan definisi perjanjian yang jelas.

Teori kiasik memberikan definisi perjanjian sebagai berikut :
“perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata
sepakat unfuk menimbuikan akibat hukum”™

Menurut van Apeldoorn, perbuatan hukum ialah perbuatan yang
oleh hukum obyektif diikatkan kepada terjadinya dan lenyapnya suatu
hak subyektif sebagai akibat perbuatan itu, karena hukum obyektif
menduga bahwa akibat yang ada dikehendaki oleh orang yang bertindak.
Untuk lebih jelasnya George W. Paton mengemukakan 4 (empat) unsur
perbuatan hukum yaitu :

1. Kehendak (the will};
2. Pemyataan kehendak;

3. Kekuasaan untuk menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki;

' Soetojo Prawiro Hamidjojo, Hukum Perikatan, PT. Bina llmu, Surabaya, 1984, h. 84
1° van Apeldoorn, Pengantar iimu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981 h. 216
* | emaire, dalam Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, h. 94,

43

Wanprestasi dalam pelaksanaan... Masruroh



ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

4. 1si yang sah (material validity).

ad.1. Kehendak (the will)
Si-pelaku harus mengarahkan kehendaknya pada tujuan yang
tertentu. Dalam hal ini yang penting adalah mencegah faktor-faktor
yang menghalangi pelaksanaan kehendak secara bebas dari si-
pelaku itu karena ancaman-ancaman dari pibak lain dapat
menyebabkan kehendak itu dipaksakan, baik karena peksaan,
peni;:ru:cm21 atau pengaruh yang tidak pada fampatnya (undue
influence)”> sehingga kehendak tersebut tidak benar-benar

diarahkan pada tujuan yang sehenamya.

ad.2. Pernyataan Kehendak.
Kehendak tersebut harus dinyatakan. Ada beberapa peristiwa,
“diam” berarti “setuju” namun apabila tidak dapat disimpulkan
adanya persetujuan dengan diamnya seseorang maka harus
dinyatakan™. Pernyataan kehendak dapat disampaikan dengan
cara biasa, karena hukum tidak mempedulikan bagaimana

kehendak itu dinyatakan asalkan terang dan tidak membingungkan

! Baca : Pasal 1321 BW.
n Henry P. Panggabean, Penypalahgunaan Keadaan, Sebagai Alasan Untuk Pembatalan
Perianjian, Liberty, Yogyakarta, 1995, h. 77
? Sudikno Mertokusumo, Ibid, h. 57.
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dan dengan cara formal, apabila bentuk tertentu ini tidak dipenuhi
menyebabkan perbuatan hukum itu tidak mempunyai kekuatan.
Kekuasaan untuk menimbulkan akibat hukum yang dimaksudkan.
Suatu perbuatan hukum hanya mempuyai kekuatan apabila si-
pelaku oleh hukum diberi kekuasaan (power) atau kemampuan
{capasity) untuk melakukan perbuatan hukum®™, Dimai(sud
dengan kekuasaan karena adanya pelimpahan dari orang lain
untuk mewakilinya, sedangkan kemampuan adalah karena
kecakapan (meerderjarige) dan jabatan yang oleh undang-undang

diberikan untuk itu.

ad.4. Isi yang sah (Material validity)

Tujuan yang hendak dicapai tidak boleh terlarang oleh hukum;
artinya tujuan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang,
kesusilaan, dan ketertiban umum, karena suatu kesalahan dapat

menjadikan perbuatan itu batal (n/efig) atau dibatalkan (verniefig).

Selanjutnya Van Apeldoorn menyatakan bahwa perbuatan hukum

terdiri dari perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan untuk mana cukup
pernyataan kehendak dari satu orang saja guna menyebabkan suatu akibat

hukum. Perbuatan hukum juga terdiri dari perbuatan hukum dua pihak, yaitu

* Mr. C. Asser, Penyunting Sudikno Mertokusumo, Penuntun Dalam Mempelejari Hukum
Perdata Belanda, Bagian Umum, Pengantar Ilmu Hukum, h, 227,
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perbuatan hukum untuk mana diperlukan persesuaian pernyataan kehendak
dari dua orang atau lebih?.

Teori klasik melihat perjanjian sebagai “satu” perbuatan hukum berupa
kesepakatan atas perjanjian yang dibuai, untuk menimbulkan hak dan
kewajiban sebagai akibat hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
perjanjian adalah satu perbuatan .hukum vang bersisi dua (een tweezijdige
rechtshandeling)®® Teori ini melibat secara terbalik, ‘yakni perjanjian
dilihatnya sebagai satu perbuatan hukum yang sesungguhnya berisi dua
perbuatan hukum, yaitu berupa penawaran (gfferter) dan penerimaan
tawaran (acceptatie)’’ schingga penawaran dan penerimaan tawaran itu
dilihatnya sebagai perbuatan hukum yang masing-masing berdiri sendiri
untuk memberikan prestasi, tetapi kedua-duanya merupakan satu perbuatan
hukum untuk menimbulkan akibat hukum.

Sedangkan teori baru melihat perjanjian sebagai “dua™ perbuatan
hukum yang masing-masing bersisi satu antara mereka yang mengikatkan
diri, pihak yang satu menawarkan dan pihak yang lain menerima tawaran,
schingga disebut “hubungan hukum” berdasarkan kata sepakat untuk
menimbulkan akibat hukum yang sengaja dikehendaki. Sebagai hubungan

hukum perjanjian adalah terdiri dari dua perbuatan hukum yang bersisi satu

% Van Apeldoom, Pengantar Hmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, h. 227
* paulus Mulyadi, Istilah-istilah Hukum Bahasa Belanda, Karya Nusantara, Jakarta,
¥ Sudikno Mertokusumo, Loc.Cit, h. 90,
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(twee eenzijdige rechtshandelingy’®.

Dengan perkembangan pengertian perjanjian tersebut, maka dewasa
ini sebagai teori baru, perjanjian didefinisikan sebagai berikut :
“Pe.anjian adalah hubungan hukum (rechtsverhouding) antara dua pihak

atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum™®

Akibat hukum di sini adalah timbul dan lenyapnya hak dan
kewajiban, artinya pthak yang satu berhak menerima dari pihak lain dan
sekaligus berkewajiban memberikan kepada pihak yang lain. Begitu juga
sebaliknya, pibak yang lain berkewajiban memberikan kepada pihak yang
satu dan sekaligus berhak menerima dari pihak yang satu. Dengan perkataan
lain, jika akibat itu tidak dapat berupa timbul dan lenyapnya hak dan
kewajiban secara sebaliknya antara pihak-pihak, maka itu tidak dapat
dikatakan sebagai akibat hukum, melainkan sebagai akibat biasa karena
tidak adanya daya paksa antara pihak-pihak untuk saling menuntut haknya

bila terjadi wanprestasi.

2.1.Syarat Sahnya Perjanjian.
Pasal 1320 BW. menyebutkan 4 (empat) syarat sahnya perjanjian
yaitu :
1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;

2. Kecakapan untuk membuat perjanjian;

*® paulus Mulyadi, Loc.Cit, h. 15.
# Sudikno Mertokusumo, Op.Cit, h. 97. .
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3. Suatu hal tertentu;

4. Suatu sebab yang diperbolehkan.

Dua syarat pertama disebut sebagai syarat subyektif, karena
mengenai subyek perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir disebut syarat
obyektif, karena mengenai obyek dari perjanjian. Dengan tidak
dipenuhinya syarat subyektif perjanjiannya tetap sah tetapi dapat dibatalkan
(vernietig/voidable), akan tetapi dalam hal tidak dipenuhinya syarat
obyektif diancam dengan kebatalan atau batal demi hukum (niefig

andvoid)®®

2.2.1. Kata Sepakat.

Untuk sahnya perjanjian harus ada dua kehendak yang
mencapal kata sepakat atas konsensus. Dengan kata sepakat
dimaksudkan bahwa diantara pihak-pihak vyang bersangkutan
tercapai suatu persesuaian kehendak; artinya apa yang dikehendaki
yang satu adalah juga dikehendaki oleh yang lain, atau bahwa
kehendak mercka adalah “sama”, yaitu apa yang mereka kehendaki

adalah sama dalam kebalikannya, yang satu menerima haknya dan

* Subekti. Hukum Perjanjian, PT.Intermasa, Bandung, 1979, h. 17-20
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yang lain melakukan l(ewajibannya.3 ' Pernyataan pihak yang
menawarkan dinamakan tawaran (offerte) dan pernyataan pihak
yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (::Icce;mm!;'e)32

George W. Paton menyebutkan kehendak yang “senyatanya”
dan bukan kehendak yang “dipernyatakan”™ sebagaimana dalam
pernyataannya :
“a secret mental reservation should be a bar to enforcement
since the test is the real will and not the will as declared™’

Dengan demikian kehendak tersebut harus diberitahukan
pada pihak lain®*, tidak jadi soal apakah disampaikan secara lisan
atau tertulis, dan bahkan dengan bahasa isyarat pun atau dengan
cara membisu sekalipun dapat terjadi perjanjian asal ada kata
Sepaka\t.3 i

Sepakat mercka yang mengikatkan difi adalah merupakan
unsur essensialia dari perjanjian, yaitu suatu unsur yang merupakan
sifat yang harus ada dalam perjanjian, yakni sifat yang menentukan
atau menyebabkan perjanjian itu terjadi (constructive oordeel). Sifat
tersebut juga dinamakan sifat konsensual, yaitu asas yang

mengandung arti “kemauan” para pihak untuk saling mengikatkan

*! Subekti, Ibid, h. 16
* Martam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,

1991, h. 98,

3 G.W. Paton, Text Book of Jurisprudence, Oxford, h. 335.
* Vollmar, terjemahan 1.S. Adiwimarta, Peagantar Studi Hukum, Jilid 11, Rajawali Press,

1984 h. 146.

¥ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum , Liberty, Y ogyakarta, 2004, h. 98
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diri. Kemauan ini menimbulkan “kepercayaan” bahwa perjanjian itu
dipenuhi.

Asas kepercayan ini merupakan milai etis yang bersumber
pada moral, maka Eggens mengatakan “manusia terbormat akan
memelihara janjinya”. Grotius mengemukakan : janji itu mengikat
(pacta sunt servanda), kita harus memenuhi janji kita (promissorum
impiendorum)36. Falsafah Jawa mengatakan : kerbau dipegang
talinya, manusia dipegang mulutnya (janjinya). Agama Islam
mengajarkan : Janji itu adalah hutang (al-Hadits).

Jadi kata sepakat tidak hanya “kesesuaian” kehendak antara
imereka yang berjanji saja, tetapi juga menyangkut kehendak dan
pernvataaii kehendak mereka itu harus sesuat
(wilsovereenstemming), atau disebut juga dengan istilah adanya
“per-sesuaian” kehendak, dan tidak sekedar ke-sesuaian, sehingga
tidak timbul cacat kehendak (wilgebrek).

Persesuaian kehendak ini dapat digambarkan misalnya : A
dan B telah sepakat dengan perjanjian yang mereka buat, dimana A
telah mempunyai kehendak yang dinyatakan dengan pernyataan
kehendak; begitu juga B. Kchendak A tidak hanya harus sama
dengan kehendak B, tetapi kehendak A itu harus sama dengan

pernyataan kehendaknya sendiri. Begitu juga B, pernyataan

* Mariam Darus Badrulzaman, Loc.Cit, h. 109.
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kehendaknya harus sama dengan kehendaknya sendiri, agar tidak
terjadi cacat kehendak.

Apabila terjadi cacat kehendak maka bukan perjanjiannya
yang cacat melainkan kehendaknya itu sendiri yang cacat (karena
tidak sama dengan pernyataan kehendak), dalam arti syarat
terjadinya. Sehingga perjanjian yang diadakan tetap terjadi, tetapi
dapat dimintakan pembatalan. Hal ini dapat dimengerti bahwa Pasal
1320 BW. tidak hanya  memuat  syarat sahnya
(geldingsvoorwaarden) perjanjian saja, tetapi sckaligus juga syarat
terjadinya (bestaansvoorwaarden) perjanjian, artinya perjanjian itu
terjadi dengan terjadinya kata sepakat, atau dengan kata lain;

dengan kata sepakat maka terjadi perjanjian.

2.2.2. Kecakapan Untuk Membuat Perjanjian.

Orang yang membuat perjanjian disyaratkan harus cakap
menurut hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa
atau aqil baligh®’ dan sehat pikirannya adalah cakap menurut
hukum.

Pasal 1330 BW. menyebutkan orang-orang yang tidak cakap
untuk membuat perjanjian, yaitu ;

a. orang-orang yang belum dewasa;

*7 Subekti, Hukum Perjanfian, PT. Intcrmasa. Bandung, 1979, b, 17
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b. mereka yang ditaruh di bawah pengampuan,

¢. orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-
undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah
melarang membuat perjanjian-perjanjian ertentu.

Adalah patut dari sudut keadilan, perlulah bahwa orang yang
membuat perjanjian dan nantinya akan ferkait dengan perjanjian
yang dibuatnya itu, mempunyai kemampuan untuk menginsafi
benar-benar akan tanggung-jawab vang dipikul dengan
perbuatannya itu. Sedangkan dari sudut ketertiban hukum karena
seorang yang membuat suatu perjanjian itu berarti mempertaruhkan
kekayaannva, maka orang tersebut haruslah seorang yang sungguh-
sungguh berhak bebas berbuat dengan harta kekayaannva.

Orang vang tidak sehat pikirannya tidak mampu menginsafi
tanggung-jawab yang dipikul seorang yang mengadakan perjanjian.

Orang yang ditaruh di bawah pengampuan menurut hukum
tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya, ia berada di
bawah pengawasan pengampuan. Kedudukannya sama dengan anak
yang belum dewasa. Kalau anak yang belum dewasa harus diwakili
oleh orang tuanya atau walinya (wali bisa orang tua sendiri dan bisa
juga orang lain, tapi kalau orang tua tidak bisa, maka orang lain),
maka seorang yang dewasa yang telah ditaruh di bawah
pengampuan harus diwakili oleh pengampu atau kurator atau
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walinya. Khusus terhadap mereka yang telah dewasa yang ditaruh
di bawah pengampuan, yvang karena gila (tidak sehat rokhaniahnya)
segala bidang hukum diwakili oleh walinya, sedangkan yang karena
pemabuk dan pemboros hanya bidang hukum harta kekayaan saja
yang harus diwakili oleh walinya.

Sedangkan untuk seorang perempuan yang bersuami, untuk
mengadakan perjunjian memerlukan bantuan atau ijin (kuasa
tertulis) dari suaminya (Pasal 108 BW.)*® Terhadap ketentuan
tersebut Subekti memberikan perkecualian, untuk perjanjian yang
mengenai soal-soal kecil yang dapat dimasukkan dalam pengertian
keperluan rumah tangga, dianggap isteri telah dikuasakan oleh
suaminya untuk itu.** Dengan demikian seorang isteri dimasukkan
ke dalam golongan orang-orang yang tidak cakap membuat
perjanjian. Perbedaannya dengan seorang yang belum dewasa
adalah bahwa orang vang belum dewasa bila membuat
perjanjian yang tampil ke depan adalah orang yang mewakilinya,
tetapi kalau isteri ia membuat sendiri perjanjian itu dan suaminya
hanya tampil sebagai pendamping. Bantuan dan lain sebagainya
dapat diganti dengan surat kuasa atau ijin tertulis.

Ketidakcakapan seorang perempuan dalam BW. adalah

kaitannya dengan sistem yang dianut dalam Hukum Perdata Barat

% Baca ; Pasal 108 BW,
¥ subekti, Ibid, h. 18.
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yang menyerahkan kepemimpinan dalam keluarga itu kepada
suami. Kekuasaan suami dalam pimpinan keluarga dinamakan
Maritale macht (berasal dari bahasa Perancis “Mari” yang berarti
“suami™

Ketidakcakapan seorang isteri ini mulai ditinggalkan di
Indonesia, terbukti dalam praktik bahwa seorang Notaris sudah
mengijinkai: seorang istri yang tunduk pada Hukum Perdata Barat
membuat perjanjian di hadapannya, tanpa bantuan suaminya. Hal
ini dapat diithat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.1. Nomor
: 3 Tahun 1963, tanggal 4 Agustus 1963, kepada Ketua Pengadilan
Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia ternyata, bahwa
Mahkamah Agung menganggap Pasal 108 dan Pasai 110 BW
tentang kewenangan istert untuk melakukan perbuatan hukum dan
untuk menghadap di depan Pengadilan dengan ijin atau bantuan

suaminya, sudah tidak berlaku lagi.41

Suatu Hal Tertentu.

Sebagai syarat ketiga dari syarat sahnya perjanjian adalah
adanya suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak
dan kewajiban-kewajiban kedua beluh pihak. Jika timbul suatu

perselisihan, barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling

h. 506

“ paulus Mulyadi Dardjodarmo, Karmus Istilah-istilah Hukum, Karya Nusantara, Jakarta,

*! Baca : Surat Edaran Mahkamah Agung RI,No.;, 3 Tahun 1963, baca : Pasal 108, 110 BW.
|
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sedikit harus ditentukan jenisnya bahwa barang itu sudah ada
atau sudah berada di tangannya si-berhutang pada saat perjanjian
dibuat tidak diharuskan oleb undang-undang, juga jumlahnya tidak

perlu disebutkan, asal saja dapat dihitung atau ditetapkan.

Suatu Sebab Yang Diperboichkan

Dengan secbab (oorzaak) ini dimaksudkan adalah isi
perjanjiannya, yang berarti harus dihilangkan suatu kemungkinan
salah sangka bahwa sebab itu adalah suatu yang menyebabkan
sesorang membuat perjanjian yang dimaksud.

Hukum pada asasnya tidak mempedulikan apa yang berada
dalam gagasan seseorang atas apa vang dicita-citakan, vang
diperhatikan oleh hukum atau undang-undang hanya perbuatan
orang-orang dalam masyarakat.

Jadi yang dimaksud dengan sebab dalam perjanjian (jual-bel,
misalnya) isinya adalah pihak yang satu menghendaki uang, dan
pihak yang lain menghendaki barang. Lain halnya dengan jual-beli
pisau, misalnya si-penjual akan menjual pisaunya apabila si-
pembeli mau membunuh orang lain. Isinya petjanjian ini menjadi

suatu terlarang,

Dalam pembshasan terdahulu telah dikemukakan bahwa pada

hakikatnya Perjanjian Kredit Perumahan Rakyat sudah terjadi pada saat
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disetujuinya harga rumah, besarnya angsuran, lamanya jangka waktu untuk
pelunasan, dan besarnya suku bunga oleh Nasabah. Namun untuk
pertimbangan kepastian hukum, Perjanjian Kredit Peruhamhan Rakyat perlu
dilakukan secara formal, yaitu secara tertulis berupa penandatanganan Surat
Perjanjian Kredit Perumahan Rakyat.

Perlunya kepastian hukum tersebut berkenaan dengan perlindungan
hukum bagi pihak Pengembang, yang nota bene juga Bank BTN untuk
memberikan kredit yang dimohon oleh pthak Nasabah, untuk meminta
pelunasan kredit beserta bunganya pada jangka waktu yang ditentukan. Bagi
Nasabah, perlindungan hukumnya berupa rasa aman atas barang yang berupa
rumah yang dibeli dengan cara angsuran, di samping menuntut pembatalan
perjanjian dengan alasan cacat kehendak (walaupun hal ini jauh dari
kemungkinannya terjadi).

Selanjutnya, realisasi Perjanjian Kredit Perumahan Rakyat secara
formal dilakukan dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit
Perumahan Rakyat oleh Nasabah. Penandatanganan tesebut tidak mutlak
oleh Nasabah sendtri, tetapi dapat diwakilkan pada kuasanya.

Secara teoritis, penandatanganan Perjanjian Kredit Perumahan Rakyat
adalah merupakan pemnyataan kehendak dari pihak Nasabah kepada pihak
Pengembang dengan maksud untuk timbulnya suatu akibat hukum pada
hubungan antara Nasabah dengan Pengembang. Namun pada hemat Penulis,
dalam kenyataannya dapat terjadi bahwa penandatanganan Perjanjian Kredit
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Perumahan Rakyat tidak selalu menjamin, bahwa pernyataan kehendak yang
diwujudkan melalui penandatanganan petjanjian itu selalu dengan kehendak
yang sebenarnya, dan bukan kehendak yang sekedar dipemyatakan (and nof
the will as declared).

Oleh pihak Pengembang sendiri, penandatanganan perjanjian dianggap
sebagai ukuran yané mutlak, bahwa penandatanganan perjanjian baku sesuai
dengan kehendak Nasabah yang benar-benar menerima penawaran dari
pihak Pengembang. Hal ini terbukti dari anggapan Pengembang bahwa
penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Perumahan Rakyat oleh Nasabah
adalah sebagai pernyataan kehendak yang sesuai dengan kehendak Nasabah,
dan lebih parah lagi pihak Pengembang mempunyai anggapan bahwa dengan
datangnya Nasabah untvk mengambil kredit itu jauh sebelumnya dianggap
telah menyetujui atau sepakat dengan apa yang diperbuat,

Pendapat pihak Pengembang memang tidak salah, karena pihak
Pengembang menunjukkan bahwa ada tidaknya kata sepakat di dalam
perjanjian diperlukan suatu bukti. Memang, terjadinya kata sepakat tidak
selalu dilakukan secara tertulis saja, atau dengan ucapan kata-kata menerima,
tetapi dengan bahasa isyarat dan bahkan dengan membisu sekalipun asal
dapat dimengerti sebagai kata penerimaan. Namun untuk memenuhi tuntutan
kepastian hukum dan sebagai tindakan preventif jika di kemudian hari terjadi

perselisihan, maka dengan bentuk tertulis akan lebih menjamin.
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Dari penandatanganan Perjanjian Kredit Perumahan Rakyat timbul
pertanyaan, apakah dengan pepandatanganan perjanjian kredit tersebut
berarti sudah terjadi kesepakatan antara para pihak.

Secara formal dapat dikatakan bahwa antara Pengembang dengan
Nasabah telah terjadi kata sepakat, yaitu dengan ditandatanganinya
perjanjian kredit. Namun yang menjadi permasalahan berikutnya adalah,
apakah pem.yataan kehendak dapat dikatakan sebagai perwujudan kehendak
Nasabah sebagai penerimaan yang diberikan oleh pihak Nasabah atas
penawaran pihak Pengembang tidak mengandung cacat kehendak. Yaitu
sebab dengan latar belakang kedudukan pihak Pengembang yang lebih
unggul dari Nasabah. Jika ternyata latar belakang kedudukan Nasabah
menyebabkan penerimaan kehendak terpaksa harus menyetujui perjanjian
kredit, maka dapat memungkinkan terjadinya cacat kehendak.

(Guna memahami apakah kesepakatan yang diberikan oleh nasabah
mengandung cacat kehendak atau tidak, maka perlu dikemukakan tukuran
atau indikator yang dapat menunjukkan kemungkinan terjadinya cacat
kehendak. Indikator tersebut berupa pandangan pihak Nasabah terhadap
syarat-syarat perjanjian yang dibuat secara baku dianggap memberatkan atau
tidak.

Indikator tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah kehendak yang
diberikan oleh Nasabah dengan menandatangani Surat Perjanjian Kredit
Perumahan Rakyat sebagai pernyataan kehendak dengan keberatan

'5%
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{termasuk terpaksa secara ekonomi maupun psikologis) atau sukarela. Jika
penerimaan dari pihak Nasabah diberikan secara terpaksa, yang berarti
kehendak penerimaannya cacat, maka kata sepakat di dalam perjanjian kredit
tersebut meskipun terjadi, tetapi sebenarnya mengandung cacat kehendak.

Meskipun demikian untuk sampai pada jawaban atas pertanyaan
apakah hal itu dapat dikatakan telah terjadi cacat kehendak, maka perlu
sarana yang dapat dipakai untuk inembantu menjawabnya. Sarana tersebut
dengan cara mempermasalahkan, apakah perbedaan antara kehendak dengan
pemyataan kehendak (berupa penandatanganan surat perjanjian kredit oleh
Nasabah) itu disebabkan karena adanya penyalahgunaan keadaan (karena
keunggulan ekonomi dan psikologis) dari pihak Pengembang. Jika ternyata
terjadi penvalahgunaan keadaaan, maka itu dapat dikualifikasikan sebagai
cacat kehendak.

Meskipun di dalam BW. penyalahgunaan keadaan tidak diatur, namun
oleh Yurisprudensi dan Dokirin (dari van Dunnpe) sudah dikembangkan
sebagai salah satu cacat kehendak di samping yang ditentukan oleh BW.
(bahasan secara lengkap ada pada Bab HI).

Hal ini dikemukakan sebagai asumsi bahwa kemungkinan cacat
kehendak dalam Perjanjian Kredit Perumahan Rakyat terjadi karena adanya
penyalahgunaan keadaan, sedangkan dari unsur lainnya seperti : kekhilafan,
paksaan, dan penipuan tidak terbukti dalam Perjanjian Kredit Perumahan

Rakyat.
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadi cacat kehendak
maka bukan perjanjiannya yang cacat melainkan kehendaknya itu sendiri
yang cacat (karena tidak sama dengan pernyataan kehendaknya), dalam
artian syarat terjadinya, sehingga perjanjian tetap terjadi, tetapi dapat
dimintakan pembatalan.

Sebagai syarat sahnya perjanjian yang kedua adalah bahwa mereka
yang membuat perjanjian harus cakap; artinya telah cukup umur (dewasa)
sebagaimana ketentuan Pasal 1330 BW. menyebutkan orang-orang yang
tidak cakap membuat perjanjian antara lain : orang yang belum dewasa,
mereka yang (dewasa) telah ditaruh di bawah pengampuan, dan isteri-isteri
yang tunduk pada BW.

Dalam hal Perjanjian Kredit Perumahan Rakyat vang diadakan oleh
Pengembang dan Nasabah, dapat dikatakan tidak terjadi adanya
ketidakcakapan antara salah satu pihak, baik Pengembang maupun Naszbah,
tetapi bagi Nasabah ada kemungkinan belum dewasa menurut undang-
undang sebagaimana mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, ada
kemungkinan terjadi baik dari pihak Pengembang maupun Nasabah; artinya
walaupun mereka telah dewasa, tetapi oleh undang-undang tidak cakap dan
harus diwakili oleh kuratornya atau walinya.

Terhadap Nasabah yang mungkin belum dianggap dewasa oleh
undang-undang apabila ia telah menandatangani Perjanjian Kredit

Perumahan Rakyat, maka perjanjian yang dibuatnya tetap sah, tetapi dapat
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dibatalkan oleh orang tuanya, selama orang tua dari Nasabah yang belum
dewasa tersebut tidak membatatkan perjanjian yang dibuat anaknya, maka
perjanjian tersebut tidak hanya sah tetapi berlaku, artinya perjanjian kredit
tersebut merupakan akibat hukum yang barus ditanggung oleh pihak
Nasabah dengan segala konsekuensinya.

Sedangkan terhadap mereka yang telah dewasa, tetapi oleh undang-
undang dianggap tidak cakap, disebabkan beberapa hal, antara lain karena
gila (tidak sehat rokhaninya), karena pemabuk atau pemboros, maka apabila
melakukan perjanjian harus diwakili kuratornya. Terhadap yang demikian
dalam Perjanjan Kredit Perumahan Rakyat tidak terjadi baik Nasabah
maupun Pengembang yang gila, sehingga tidak perlu dipermasalahkan.

Akan tetapi baik Nasabah maupun Pengembang yang masuk kategori
pemabuk atau pemboros, yang menurut aturan undang-undang, mereka harus
diwakilli oleh kuratornya, hanya terhadap bidang hukum harta kekayaan
saja, sedang bidang hukum lainnya mereka dianggap dewasa.

Dalam hal Pengembang dan Nasabah yang dikategorikan sebagai
pemabuk dan pemboros dapat saja terjadi dalam Perjanjian Kredit
Perumahan Rakyat, namun perlu adanya ketegasan secara yurudis ukuran-
ukuran seseorang dikatakan sebagai pemabuk atau pemboros. Apakah
seseorang dikatakan sebagal pemabuk karena ia tiap hari telah minum
minuman keras (minuman yang beralkohol), dengan sebutan alkoholik
walaupun dia tidak harus mabuk, ataukah seseorang yang minum minuman
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keras sampai mabuk walaupun ia tidak setiap hari minum. Ukuran pemabuk
perlu ditegaskan oleh undang-undang, jika tidak maka sebutan pemabuk
tidak dapat dipastikan, dan akibatnya perjanjian yang dibuat tetap sah dan
tidak ada alasan untuk membatalkaninya. Begitu juga dengan pemboros.
Apakah masuk kategori pemboros bagi orang-orang yang telah
membelanjakan dengan melébihi batas kebutuhannya, ataukah orang-orang
yang membelanjakan hartanya melebihi penghasilannya, ataukah orang-
orang yang membelanjakan hartanya tetapi bukan untuk dirinya sendiri,
dapat dikategorikan sebagai pemboros. Hal ini juga periu penegasan dari
undang-undang.

Dari berbagai ukuran tersebut di atas sebagai kategori pemabuk atau
pemboros. tidak hanya pada Perjanjian Kredit Perumahan Rakyat saja, dapat
tejadi pada pihak Pengembang dan pihak Nasabah, tetapi hampir pada
setiap orang vang telah membuat perjanjian. Masalahnya, selama tidak ada
ketentuan yang tegas dari undang-undang perjanjian tersebut tetap sah dan
tidak periu dimintakan pembatalan.

Ada hal yang menarik dari kedua hal tersebut di atas, yakni pemabuk
dan pemboros, yaitu sebuah pertanyaan apakah seseorang dapat dikatakan
sebagai pemabuk atau pemboros, walaupun mereka sebenarnya belum dapat
dikatakan pemabuk atau pemboros, asal mercka telah ditaruh di bawah
pengampuan. Begitu sebaliknya, mereka adalah benar-benar pemabuk dan
pemboros menurut ukuran umum tetapi mereka tetap sebagai orang yang

t
i
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tidak dikategorikan sebagai pemabuk atau pemboros, sebab tidak ditaruh di
bawah pengampuan.

Selama tidak ada Kriteria yang diberikan oleh undang-undang,
walaupun sebenarnya secara teori hukum terhadap hal tersebut dapat diukur
dengan ukuran kepantasan dan kepatutan (billijkheid en redelijkheid),
apakah secara layak mereka dapat dipertanggungjawabkan bila
dikategorikan sebagai pemabuk atau pemboros.

Rasanya tidak adil bila seseorang dikategorikan sebagai pemabuk dan
pemboros walaupun ukuran-ukurannya adalah kepantasan dan kepatutan
scbagaimana ukuran yang diberikan oleh hukum manakala tidak ada
ketentuan yang tegas dari undang-undang, dan justru malah menimbulkan
ketidakadilan bagi mereka yang dijustivikasi sebagai demikian, padahal
hukum diadakan dengan maksud untuk melindungi kepentingan masyarakat,
agar masyarakat dapat merasakan keadilan yang ada.

Terus terang, terhadap kedua hal tentang pemabuk dan pemboros tidak
menutup kemungkinan terjadi pada Pengembang dan Nasabah sebagai
pihak-pihak vang mengadakan Perjanjian Kredit Perumahan Rakyat. Kalau
memang demikian adanya, maka perjanjian kredit yang dibuat dapat
dimintakan pembatalan oleh kuratornya atau walinya, walaupun perjanjian
itu sendiri tetap sah.

Khusus untuk isteri yang tunduk pada BW., di sini tidak perlu lagi
dipermasalabkan karena sejak dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah
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Agung R.I. Nomor : 3 Tahun 1963, isteri dianggap cakap. Jadi apabila
melakukan perjanjian tidak lagi perlu pendamping suami, dan perjanjian
yang dibuatnya tetap sah dan berlaku.

Untuk syarat saunya perjanjian yang ketiga, yaitu suatu hal tertentu
dan syarat yang keempat, suatu sebab yang diperbolehkan, dalam Perjanjian
Kredit Perumahan Rakyat telah jelas, yakni suatu hal tertentu berupa hak dan
kewajiban, yaitu bagi pihak' Pengembang berhak menerima uang, sedangkan
bagi Nasabah ia berhak menerima rumah dari Pengembang dan wajib
membayar harga rumah kepada Pengembang.

Sedangkan untuk suatu sebab yang diperbolehkan dalam Perjanjian
Kredit Perumahan Rakyat adalah isi perjanjiannya harus dihilangkan
kemungkinan salah sangka bahwa sebab itu sesecrang telah membuat
Perjanjian Kredit Perumahan Rakyat.

Jadi, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang diperbolehkan dalam
Perjanjian Kredit Perumahan Rakyat tidak periu dipermasalahkan, artinya
Perjanjian Kredit Perumahan Rakyat telah memenuhi kedua syarat perjanjian
tersebut.

Dengan demikian dapat disimputkan bahwa dalam perjanjian baku
Kredit Perumahan Rakyat telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian

sebagaimana yang diatur oleh Pasal 1320 BW.
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BAB Iil

AKIBAT HUKUM APABILA TERJADI
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
KREDIT PERUMAHAN RAKYAT

Dalam Bab ini akan diuraikan tentang Pembatalan Perjanjian, khususnya
Perjanjian Kredit Perumahan Rakyat, baik yang karena tidak dipenuhinya syarat-
syarat subyektif maupun karena wanprestasi.

Sesuai dengan pokok permasalahan maka uraianya difokuskan pada pembatalan
Perjanjian Kredit Perumahan Rakyat yang karena wanprestasi, namun untuk
memudahkan pemahaman terhadap pokok masalah tersebut akan diuraikan terlebih
dahulu tentang perjanjian baku, perjanjian kredit, dan perjanjian beli-sewa. Karena
Perjanjian Kredit Perumahan Rakyat tersebut merupakan salah satu perjanjian baku
atau perjanjian yang dibuat dengan bentuk baku. Sedangkan uraian tentang
perjanjian kredit untuk memberi kejelasan secara teori bahwa perjanjian kredit itu
ditujukan pada perjanjian tentang utang-piutang uang, tetapi istilah perjanjian kredit
itu dipakai dalam prakiek sebagai perjanjian utang-piutang barang, sebagaimana
istilah Perjanjian Kredit Perumahan Rakyat (KPR), padahal yang benar secara teori

perjanjian utang-piutang barang itu disebut perjanjian beli-sewa (huurkoop).

1. Periaajian Baku
Di dalam prakiek kredit yang dilakukan baik oleh lembaga-lembaga

keuangan seperti bank maupun lembaga-lembaga yang bergerak di bidang
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pelayanan umum seperti Pengembang menunjukkan bahwa perjanjian kredit itu
tumbuh sebagai perjanjian baku.

Hal itu dapat dimengerti karena Hukum Perjanjian yang ada dalam BW
Buku 1lI menganut sistem terbuka dengan asas kebebasan berkontrak yang
diberikan oleh Pasal 1338 BW sungguh mempunyai kekuatan yang mengikat.
Perjanjian itu dapat dipandang sebagai perjanjian pendahuluan dan sehingga
demikian sepenulinya sah'.

Perjanjian baku scbagaimana tersebut dalam Pasal 1338 BW di atas
selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- semua persetujuan yang dibuat secara sabh berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya;

- persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan
sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan yang oleh undang-undang
dinyatakan untuk itu;

- persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik

Dengan istilah “semua” maka pembentuk undang-undang menunjukkan
bahwa perjanjian yang dimaksud bukanlah banya semata-mata perjanjian
bernama, tetapi meliputi juga perjanjian yang tidak bernama.

Di dalam istilah semua itu terkandung asas kebebasan berkontrak (Partij
Utonomie). Sedangkan istilah “secara sah” pembentuk undang-undang
menunjukkan bahwa pembuat perjanjian harus menurut hukum. Semua
perjanjian yang dibuat menurut hukum atau undang-undang atau secara sah

adalah mengikat. Sedangkan yang dimaksud dengan secara sah di sini adalah

bahwa pembuat perjanjian itu harus mengikuti ketentuan Pasal 1320 BW.

' Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, Jilid 1, Terjemahan 1S, Adiwimarta, Rajawali

Press, fakara, 1984, h. 7.
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bahwa pembuat perjanjian itu harus mengikuti ketentuan Pasal 1320 BW.
Perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan mengikat pihak-pihak
sebagaimana undang-undang. Dari sinilah dapat disimpulkan lagi tentang adanya
asas kepastian hukum.

Kadang-kadang di dalam pembuatan perjanjian undang-undang
mengharuskan pihak-pihak terikat kepada ketentnan-ketentuan tentang bentuk
dari perjanjian, misalnya harus dibuat dengan akte otentik. |

Asas konsensualisme yang ada dalam Pasal 1320 BW erat kaitannya
dengan asas kebebasan berkontrak yang ada dalam Pasal 1338 BW, sepakat
mereka yang mengikatkan diri adalah asas essensialia dar1 Hukum Perjanijian,
asas ini juga dinamakan asas konsensualisme yang menentukan adanya (raison
d’etre, het bestaanwaarde) perjanjian. Dengan kata lain perjanjian itu ada atau
labir karena adanya kata sepakat.

Asas kebebasan berkontrak hubungannya dengan isi perjanjian, vaitu
kebebasan menentukan “apa” dan “siapa” perjanjian itu diadakan. Perjanjian
yang dibuat sesuai dengan Pasal 1320 BW itu merupakan kekuatan mengikat.

Kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang secara embrional
lahir pada waktu jaman Yunani, diteruskan oleh kaum Epicuristen dan
berkembang pesat dalam jaman Reinessence melalui ajaran-ajaran antara lain
dari Hugo de Grots, Thomas Hobbes, John Loke dan Rousseau. Puncak

perkembangannya tercapai dalam periode setelah revolusi Prancis 1789.

o7
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Dengan asas kebebasan berkontrak yang dianut oleh hukum perjanjian
menjadikan munculnya berbagai macam perjanjian baik mengenai isi maupun
bentuknya. Yang pasti dengan asas kebebasan berkontrak akan timbul dan
berkembanglah bentuk-bentuk atan mocuel-model perjanjian, termasuk bentuk
baku.

Perjanjian baku adalah pérjanjian yang dibuat oleh sepihak dan pihak
lainnya tinggal menerimanya. Perjanjian yang dibuat secara sepihak ini biasanya
berbentuk baku dan memuat syarat-syuarat tertentu yang biasa disebut dengan
kiausula-klausula,

Terhadap perjanjian baku yang memuat klausula tersebut ada ketentuan
undang-undang yang mengaturnya, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen yang antara lain diterangkan dalam Pasal 18
ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 18 ayat (1) menyatakan :

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dam/atau jasa yang
bertujuan untuk  memperdagangkan dilarang membuat atau
mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian,
apabila :

a. menyatakan pengalihan tanggung-jawab pelaku usaha;

b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak menyerahkan kembali
barang yang dibeli konsumen;

¢. me¢nyatakan bahwa pelaka usaha berhak menolak penyerahan kembali
uang yang telah dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli
konsumen;

d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik
langsung maupun tidak langsung dengan barang yang dibeli konsumen
secara angsuran;

e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau
pemanfaatan barang yang dibeli konsumen;
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f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atanp
mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyck jual-beli
Jasa;

g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa
aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang
dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan
jasa yag dibelinya;

h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha
untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan
terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.”

Pasal 18 ayat (2) menyatakan :

“Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang cetakan
atau bentulknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang
pengungkapannya sulit dimengerti”

Pasal 18 ayat (3) menyatakan :

“Setiap klausula yang talah ditetapkan oleh pelaku usaha pada
dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”.

Perjanjian baku sebagaimana yang disebutkan di atas mengandung
kelemahan karena syarat-syarat yang ditentukan secara sepihak dan pihak lainnya
terpaksa menerima keadaan itu karena posisinya yang lemah. Kelemahan
tersebut juga dikemukakan oleh Pitlo Sluyter, Stein dan Eggens®.

Selanjutnya Mariam Darus mengemukakan bahwa perjanjian baku
bertentangan baik dengan asas-asas hukum perjanjian (Pasal 1320 jo. 1338 BW)

maupun kesusilaan. Akan tetapi dalam praktek perjanjian ini tumbuh karena

keadaan menghendakinya dan harus diterima sebagai kenyataan. Penerimaan ini

1991, h. 37-38.

? Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
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dianggap menyetujuinya sungguhpun di dalam kenyataannya ia tidak mengetahui

isinya3.

2. Perjanjian Kredit.

Kata Kredit berasal dari Bahasa Romawi “credere” yang berarti
“percaya”, Bahasa Belanda “vertrouwer”, Bahasa Inggris “believe, Trust or
convidence™ .

Istilah kerdit ditentukan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10
Tahun 1998° adalab penyediaan uang atas tagihan atau yang dipersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara
Bank dengan pibak lain yang mewaiibkan pihak peminjam untuk melunasi
hutangnva untuk jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau
pembagian hasil keuntungan.

Sedangkan istilah “perjanjian kredit” ditemukan dalam Instruksi
Pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat bank, bahwa dalam memberikan
kredit, bank-bank wajib menggunakan akad perjanjian kredit® .

Di dalam perpustakaan Hukum Perdata terdapat beberapa pendirian
mengenai artj kredit, antara lain:’

1. Pendapat Savelberg, kredit mempunyai arti :

* Ibid, b. 39
* Ibid, b. 23
* Baca : Undang-undang Perbankan yang baru, dan juga Budi Untung, Kredif Perbankan
di Indonesia, h.1
¢ Maruam Darus Badrulzaman, Op,Cit,h. 2
. " 1bid, h. 24
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- sebagai dasar dari setiap perikatan (verbintenis) dimana seseorang berhak
menuntut sesuatu dari orang lain;

- sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain
dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu
{commodatus, depositus, regilare, pignus)

2. Pendapat Levy, merumuskan arti hukum dari kredit sebagai :
“menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara
bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan
pinjaman 1tu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah
pinjaman itu di belakang hari”. Ajaran Levy ini dapat disimpulkan bahwa
pengkhususan arti hukum dari kredit adalah perjanjian pinjam uang.

Dari kesimpulan Levy ini dapat dipermasalahkan apakah dasar hukum
kredit adalah sama dengan dasar hukum perjanjian pinjam uang. Terhadap hal ini
Mariam Darus berpendapat® bahwa dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 11 dan
Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi :
- Pegjanjian kredit didasarkan pada perjanjian pinjam uang (Pasal 1 angka 11);

- Terhadap bank yang dimaksud di dalam undang-undang ini berlaku segala

macam hukum Indonesia (pasal 2).

Menurut Mariam Darus, istilah segala macam hukum mencakup Hukum
Perdata dan Hukum Dagang Eropa, Hukum Adat dan hukum lain. Ada beberapa

unsur ketentuan tentang perjanjian pinjam uang di Indonesia, yaitu :

® Ibid, h. 9
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1. Ketentuan Hukum Adat yang tidak tertulis, antara lain hukum Adat mengenai
istilah “mangarahi” pinjam uvang dengan bunga dan “morsali” atau pinjam
uang tanpa bunga;

2. Ketentuan-ketentuan tentang pinjam mengganti yang terdapat dalam Bab X1Il
Buku 111 BW;

3. Undang-undang melepas vang (Geldschieters Ordonnantie Stb.1928 Nomor
523) dan undang-undang riba (Woeker Ordonantie Stb. 1938 Nomor 524). Di
dalam praktek bank menunjukkan bahwa hukum adat tidak dipergunakan
karena hukum adat antara lain tidak mengenal perjanjian rekening koran dan
hipotek, dan yang jelas hukum baratlah yang dipakai.

Selanjutnya Mariam Darus menyatakan bahwa perjanjian kredit sangat
diragukan kesamaannya dengan perjanjian pinjam uang, sebab perjanjian pinjam
wang mempunai artl luas, yang mencakup juga suatu perjanjian yang dari mana
bentuk dan isinya tidak merupakan perjanjian pinjam uang, seperti ijon, jual-beli
dengan hak membeli kembali’,

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aturan hukum vyang
dipergunakan oleh perjanjian kredit adalah aturan hukum barat, sepanjang yang
tidak menyangkut undang-undang melepas uang Stb. 1028 Nomor 523 jo.
Undang-undang riba Stb. 1938 Nomor 524 dan juga tidak menggunakan aturan

hukum adat.

? Ibid, h. 10.
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Ada dua pendapat yang menyatakan sifat perjanjian kredit dan perjanjian
pinjam uang, yang antara lain keduanya berbeda, yaitu :

1. Pendapat Windscheid dan Goudeket : bahwa perjanjian kredit dan perjanjian
pinjam uang itu satu perjanjian sifatnya konsensual;

2. Pendapat Losencaat Vermeer dan Asser Kleyu : bahwa perjanjian kredit dan
perjanjian pinjam uang merupakan dua perjanjian yang masing-masing bersifat
konsensual dan riil.

Terhadap dua pendapat tersebut di atas, Mariam Darus mengikuti pendapat
yang kedua, vaitu bahwa perjanjian kredit adalah konsensual di samping riil, sifat
riil tidak semata-mata untuk adanya penyerahan itu, akan tetapi membutuhkan
pula persesuaian kehendak untuk adanya penyerahan itu. Hal im juga
dikemukakan oleh Ruschem bahwa persesuaian kehendak yang baru ini terjadi
secara diam-diam'".

Dalam hal ini, tidak ada ketentuan perundang-undangan yang mengharuskan
perjanjian kredit dibuat dengan akte otentik. Menurut Sutan Remy Syahdeini
bahwa perjanjian kredit dapat dibuat baik dengan akte di bawah tangan maupun

dengan akte otentik "’

3. Pembatalan Perjanjian

Pembatalan perjanjian dapat mengandung dua macam kemungkinan alasan,

yaitu pembatalan karena ada wanprestasi, dan pembatalan Kkarena tidak

1 .
Ibid, h. 33
"' Sutan Remy Syahdani, Hak Tanggungan, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah-

masalah Yang Dihadapi Oleh Perbanken, Suamt Kajian Undang-undang Hak Tanggungan,
Airlangga university Press, Surabaya, 1996, h, 7.
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dipenuhinya syarat subyektif, terutama yang menyangkut cacat kehendak, ia
tidak dengan sendirinya, melainkan harus minta kepada hakim dengan
mengajukan gugatan pembatalan. Gugatan pembatalan ini dimaksudkan sebagai
tuntutan nak seseorang yang dirugikan guna mendapatkan perlindungan hak yang
diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim sendin (eigenrichting)
karena ia mempunyai kepentingan untuk memperoleh perlindungan hukum*

3.1. Karena Tidak dipeniuhinya Syarat-syarat Subyekyif.

Pembatalan perjanjian yang karena tidak dipenuhinya syarat-syarat
subyektif, vang menyangkut kepentingan seseorang, misalnya seseorang
yang oleh undang-undang dipandang sebagai tidak cakap, atau mungkin
sekali seseorang yang telah memberikan persetujuannva karena khilaf atau
ketipu, mungkin sekali segan atau malu meminta perlindungan hukum.

Terhadap kekurangan-kekurangan syarat subyektif itu tidak mudah
diketahui oleh hakim, karenanya periu diajukan oleh pihak yang
berkepentingan, dan apabila diajukan kepada hakim ada kemungkinan
disangkal oleh pihak lain, sehingga memerlukan pembuktian'’.

Dalam hal kekurangan mengenai syarat subyektif, undang-undang
sepenuhnya menyerahkan kepada pihak yang berkepentingan apakah ia

menghendaki pembatalan perjanjiannya atau tidak jadi. Perjanjian yang

12 sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1984, h.

2 1hid, h. 36
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demikian itu bukan batal demi hukum tetapi dapat dibatalkan
(vernietighaarheid).

Sedangkan perjanjian-perjanjian yang dikategorikan sebagai perjanjian
vang batal demi hukum adalah perjanjian yang bertentangan dengan
undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Masih dapat disebutkan
banyak contoh tentang perjanjian yang demikian terkecuali undang-undang
tidak menyebutkan secara’ jelas, maka sering terjadi rabaan dalam hati
tentang perjanjian yang batal demi hukum (nietighaarherd).

Pada persoalan perjanjian yang batal demi hukum, perlu diingat sebab-
sebab dari kebatalan perjanjian itu untuk dapat melekat pada 3 (tiga) hal,
yaitu ;1%

Pertama, dapat diketemukan pada orang-orang tertentu yang berbuat
oleh karena orang ini adalab tidak cakap sama sekali, atau cakap secara
terbatas (orang-orang yang belum dewasa, orang-orang yang berada di
bawah pengampuan, istri, wali, sepanjang mereka memerlukan kuasa) dan
sebagainya. Justru jika mereka tidak memerlukan kuasa, apabila melakukan
perjanjian, maka perjanjiannya tetap sah dan hanya dapat dibatalkan, bukan
batal demi hukum.

Kedua, 1si dart perbuatan itu, khususnya apabila mengenai perjanjian
adalah bertentangan dengan umdang-undang seperti perjanjian yang tidak

mempunyai sebab yang diperbolehkan.

u Volln,?ar, Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid II, Rajawali Press, Jakarta, h. 257.
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Ketiga, demikian pula dapat diancam kebatalannya (batal demi
hukum) bila dapat ditemukan sebabnya di dalam hal tidak mengindahkan
bentuk yang disyaratkan oleh undang-undang.

Selanjutnya perlu diingat bahwa kebatalan tidaklah selalu mempunyai
akibat, bahwa dari dalam perbuatan yang batal! tidak timbul akibat-akibat
hukum, demikian misalnya apabila telah dilakukan prestasi berdasarkan
suatu perjanjian yang batal.’

Kesepakatan dalam suvatu perjanjian harus diberikan secara bebas.
Dalam hal ini ada tiga sebab yang menjadikan kesepakatan itu tidak bebas,
dan perjanjian yang dibuat dapat dimintakan pembatalan, yaitu adanya
kehilafan (dwaling), paksaan (dwang), dan penipuan (bedrog) sebagaimana
yang dijelaskan oleh Pasal 1321 BW'® dan satu lagi sebagai sebab (faktor)
yang menjadikan kesepakatan itu tidak bebas yaitu yang disebut dengan
istilah penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden), yang di
Indonesia belum mendapatkan pengaturannya di dalam peraturan perundang-

undangan, namun telah diterima oleh Yurisprudensi'®

yaitu Putusan
Mahkamah Agung RI. Nomor : 3431k/Pdt./1985, tanggal 4 Maret 1987
tentang Bunga Pinjaman Uang dan Barang Jaminan yang bertentangan

dengan kepatwan dan keadilan, dan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor :

h. 133.

> Baca : Pasal 1321 Bw,
“ ;ohn Loedoe, Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Fakta, PT. Bina Aksara, Jakarta,
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1904K/Sip/1982, tanggal 28 Januari 1984 tentang Pembatalan Perikatan;
kekuasaan hakim untuk mencampuri isi suatu pejanjian' .

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada 4 (empat) faktor yang

menyebabkan terjadinya cacat kehendak, yaitu :

1. Kekhilafan (dwaling);

2. Paksaan {(dwang).

3. Penipuan (bedrog);

4. Penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden).

(Dasar hukumnya Putusan M.AR.I. No.: 3431K/Pdt./1985, dan No.:
1904K/Sip/1982).

Ad.l. Yang dimaksud dengan kekhilafan atau kekelirvan adalah
apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal pokok dari apa yang
diperjanjikan, atau sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi obyek
perjanjian ataupun mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu.
Kekhilafan tersebut harus sedemikian rupa, hingga seandainya orang itu
tidak khilaf mengenai hal-hal tersebut ia tidak akan memberikan
persetujuannya.

Kekhilafan mengenai barang terjadi misalnya seseorang telah membeli
sebuah lukisan karya si-Brodin, tetapi ternyata lukisan tersebut adalah palsu
bukan karya si-Brodin, dan hanya tiruannya belaka. Sedangkan kekhilafan

mengenai orang terjadi jika misalnya seorang Direktor mengadakan kontrak

" Henry P. Panggabean, Penyalahgunaan Keadaan, Liberty, Yogyakarta, 1995, h.40.
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dengan seseorang vang dikira penyanyi ngetop, padahal itu bukan orang
yang dimaksud, hanya namanya saja kebetulan sama. Kekhilafan yang
demikian juga termasuk kekhilafan yang dapat dijadikan alasan pembatalan
perjanjian dan yang demikian diharuskan diketahui oleh pihak lawan, atau
paling sedikit harus sedemikian rupa sehingga pihak lawan tahu bahwa ia
berada dalam keadaan berhadapan dcngé.n orang yang khilaf. Jika pihak
lawan tidak mengatahui atau tidak dapat mengetahut bahwa ia beraca dalam
keadaan berhadapan dengan orang-orang yang khilaf adalah tidak adil untuk
membatalkan perjanjiannya.

Ad.2. Sedangkan yang dimaksud dengan paksaan adalah paksaan
badan (fisik) misalnya seseorang karena diancam atau ditakut-takuti terpaksa
menyetujui suatv perisniian. Ancaman di sini harus merupakan perbuatan
yang memang dilarang oleh undang-undang, Kalau vang diancamkan itu
suatu perbuatan yang dijjinkan oleh undang-undang maka tidak termasuk
paksaan. Misalnya sesorang akan digugat di muka pengadilan bila ia tidak
menandatangani perjanjian. Adalah mungkin dalam paksaan itu dilakukan
oleh pihak ketiga, tidak sebagaimana penipuan yang hanya dapat dilakukan
oleh pihak tawan.

Ad.3. Adapun yang dimaksud dengan penipuan adalah apabila satu
pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau
tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya
memberikan perjanjiannya. Pihak yang menipu itu bertindak secara aktif
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untuk menjerumuskan pihak lawannya, misalnya mobil yang dibelinya
diganti mereknya, diganti bodinya, atau dipalsukan nomor mesinnya.

Menurut Yurisprudensi, bahwa seseorang tidak cukup dapat dikatakan
melakukan penipuan kalau seseorang itu hanya melakukan kebohongan
tentang sesuatu hal saja, tetapi paling tidak ia harus melakukan serangkaian
kebohongan, atau suatu perbuatan yang disebut tipu-muslihat, seperti yang
dilakukan oleh penjual mobil di atas.

Tiga hal tersebut di atas (kekhilafan, paksaan, dan penipuan)
merupakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya cacat kehendak, dan
karenanya dapat meminta pembatalan perjanjian yang dibuatnya. Pengajuan
pembatalan perjanjian tersebut selama-lamanya dalam kuron waktu 5
tahun'?,

Ad.4. Sedangkan faktor yang terakhir atau faktor keempat adalah yang
menyebabkan timbulnya cacat kehendak adalah penyalahgunaan kehendak
yang di Indonesia belum dapat pengaturannya dalam undang-undang, namun
telah diterima oleh Yurisprudensi'®, maka atas keadilan yang terkandung
dalam Pasal 1338 ayat (3) BW. dijjadikan sebagai pedoman untuk
menerapkan ajaran tersebut.?’

Penyalahgunaan keadaan menurut van Dunne menyangkut keadaan-

keadaan yang berperan pada terjadinya kontrak, menikmati keadaan orang

% Baca : Pasal 1454 BW.

® John Loedoe, Op.Cit, h. i33

* Henry P. Parggabean, Ibid, h. 77 ;
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lain tidak menyebabkan isi kontrak atau maksudnya menjadi tidak
diperbolehkan, tetapi menyebabkan kehendak yang disalahgunakan menjadi
tidak bebas.”

Paul Scholten pernah mengatakan dalam Algemen Deel, bahwa

menurut sistem hukum yang ada setiap kontrak pada umumnya mengikat
kecuali dalam hal-hal yang luar biasa jika tidak terdapat keseimbangan para
pihak. Demikian ia mengatakan :*
“Contracten binden in het algemeen in ons rechissysteem bij hooge
witzindering binden zij niet, indien de gelijkwaardigheid — van partijen is
verbroken” yang terjemahan bebasnya adalah secbagai berikut : “Dalam
sistem hukum kita, perjanjian-perjanjian itu pada umumnya mengikat — pada
pengecualian yang khusus perjanjian itu tidak mengikat, bilamana
keseimbangan para pihak terputus (tidak ada)”

Sehubungan dengan itu, Zainul Asikin Kusumah Atmaja, dalam
seminar tentang masalah rentenir di Jakarta bulan Mei 1985 menyatakan
bahwa, penyalahgunaan keadaan dapat digolongkan cacat dalam
menentukan kehendaknya, atau tidak bebas dalam menentukan kehendaknya
untuk memberikan persetujuannya.”’

Menurut van Dunne ada dua syarat untuk terjadinya penyalahgunaan

keadaan, yaitu :

#! van Dunne, terjemahan Sudikno Mertokusumo, Déktat Kursus Hukurn Perikatan, bagian

1ll, Penyalahgunaan Keadaun, GGM, Yogyakarta, 1987, h. 10.

2 paul Scholten, C. Asser’s, Handleiding tot de Boefening van Het, Nederlands

Burgerlijkrecht, h. 168.

% Suara Pembaharyan, 1991, h. 1X
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1. Karena keunggulan ekonomis, meliputi :

a. Satu pihak harus mempunyai keunggulan ckonomis terhadap yang
lainnya;

b. Pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian.

2. Karena keunggulan kejiwaan, meliputi :

a. Salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relatif, sepcrti
hubungan kepercayaan, istimewa antara suami-istri, anak-orangtua,
dokter-pasien, pendeta-jemaat;

b. Salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari
pihak lawan, seperti adanya gangguan jiwa, tidak berpengalaman,
gegabah, kurang pengetahuan, kondisi badan yang tidak baik, dan
sebagainya.?

Suatu perjanjian dapat dibatalkan jika terjadi penyalahgunaan keadaan.
Untuk berhasilnya suatu gugatan atas dasar penyalahgunaan keadaan secara
teoritis harus dipenuhi empat syarat vaitu :>°
a. Keadaan-keadaan istimewa (bezondere omstandigheden);

b. Suatu hal yang nyata (kenbaarheid),
c. Penyalahgunaan (misbruik);

d. Hubungan kausal (causai verbaand).

2 van Dunne, Loe.Cit, h. 15-20
* Nieuwenhuis, dalam Henry P. Panggabean, Penyalahgunaar Keadaan, h. 40
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Ad.a. keadaan-keadaan  istimewa, yang dimaksudkan keadaan-
keadaan seperti keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang
waras, dan tidak berpengalaman;

Ad.b. Suatu hal yang nyata, disyaratkan bahwa salah satu pihak
mengatahui atau semestinya mengetahui bahwa pihak lain karena keadaan
istimewa tergerak hatinya untuk menutup perjanjian;

Ad.c. Penyalahgunaan, dimaksudkan salah satu pihak telah
melaksanakan perjanjian itu walaupun dia mengetahul atau seharusnya
mengetahui bahwa dia seharusnya tidak melakukannya;

Ad.d. Hubungan kausal. Ini adalah penting bahwa tanpa
penyalahgunaan keadaan itu perjanjian tidak akan ditutup.

Dalam hal hubungan kausal (sebab-akibat) dapat diterapkan suatu teori
tentang “ajaran hukum mumi” dari Hans Kelsen yang dikenal dengan teori
“imputasi, sebagaimana yang disadur oleh Surjono Sukanto dalam bukunya
yang berjudul “Teori Murni tentang Hukum™ yang menyatakan :2° bahwa
arti khusus perbuatan dengan mana hubungan antara kondisi dengan
konsekuensi dalam hukum diciptakan sebagai kaedah, maka dapat dikatakan
bahwa ada suatu hubungan normatif yang dibedakan dengan suatu hubungan
kausal, yang diekspresikan dengan kata “harus™ apabila dipergunakan dalam

hukum.

% Surjono Sukanto, Teori Murni Tentang Hukum, Alumni, Bandung, 2004, h. 124.
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Untuk lebih jelasnya Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa
dalam hukum vang penting bukan apa yang terjadi, tetapi apa yang
seharusnya terjadin, sechingga dengan mudah dapat dikatakan babwa
seseorang dihukum bukan karena adanya ketentuan bahwa orang yang
melakukan perbuatan yang melawan hukum dihukum. Seperti dihukumnya
seseorang yang mencuri bukan karena ia mencuri, tetabi karena adanya
ketentuan bahwa barang siapa mencuri dihukum.

Selanjutnya Nieuwenhuis menyarankan, gugatan atas dasar
penyalahgunaan keadaan ini, penggugat harus mendalilkan bahwa perjanjian
itu sebenarnya tidak ia kehendaki, atau bahwa perjanjian itu tidak ia
kehendaki dalam bentuknya yang demikian itu®®.

Di dalamm Bab 11 telah disinggung bahwa suatu perjanjian sejak
sebelum dibuat atau diadakan atau terjadi, perlu adanya perlindungan
hukum, yaitu perlindungan hukum agar pihak-pihak bebas dalam
menyatakan kebendaknya, yang disebut dengan perlindungan hukum
preventif. Begitu juga setelah perjanjian itu dibuat, pihak yang berjanji periu
mendapatkan perlindungan hukum yang disebut dengan perlindungan hukum
represif.

Perlindungan hukum represif ini dibutuhkan dalam hal terjadi sengketa
di pengadilan, vaitu manakala pihak nasabah tidak mau membayar harga

rumah yang dijanjikan, besarnya angsuran, lamanya angsuran yang

f’ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Y ogyakarta, 2004, h. 1
» Henry P. Panggabean, Loc.Cit, h. 43
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dijanjikan, dan bunga yang harus dibayar setiap bulannya dengan alasan
sangat memberatkan.

Dengan alasan tersebut dimungkinkan bagi nasabah untuk
mendapatkan perlindungan hukum karena tidak pantas dan tidak patut.
Perlindungan hukum yang bersifat represif ini dimungkinkan terjadi pada
saat nasabah menghadapi masalah untuk memperoieh hak-haknya, artinya
seorang nasabah tidak mungkin begitu saja meminta perlindungan hukum
seperti pembatalan perjanjian tanpa ada masalah seperti beratnya
pelaksanaan perjanjian sebagai akibat keputusan atau tindakan pihak
pengembang yang sewenang-wenang merugikan nasabah.

Permasalahan konkrit yang dapat timbul adalah, jika pihak
pengembang menetapkan harga rumah, besarnya angsuran per-bulan, jangka
waktu angsuran, dan bunga yang harus dibayar tiap bulan secara sewenang-
wenang, dan pihak nasabah menolak untuk memenvhi keputusan pihak
pengembang, maka perlindungan hukum yang bersifat represif’ diberikan
kepada nasabah pada saat pihak pengembang menggugat nasabah.

Dengan adanya gugatan pihak pengembang tersebut akan timbul
pertanyaan, apakah pihak nasabah dapat memperoleh perlindungan hukum
dengan mendalilkan bahwa perjanjian Kredit Perumahan Rakyat yang telah
ditandatanganinya mengandung cacat kehendak. Dalam hal ini perlu

dikemukakan dokirin yang mengatakan bahwa “kata sepakat mengandung
cacat kehendak kalau pihak lawan beritikad tidak baik, yaitu kalau ia
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mengerti atau scharusnya mengerti bahwa sesungguhnya ada cacat kehendak

dari orang yang akan membuat perjanjian tersebut™.

Dengan demikian persyaratan yang harus ada untuk mendalilkan
adanya cacat kehendak dalam perjanjian Kredit Peruamahan Rakyat dari
nasabah ialah, bahwa pihak pengembang mengerti atau seharusnya mengerti
bahwa dengan ditetapkannya semua itu akan memberatkan nasabah dalam
segi pelaksrnaannya. Oleh.karena itu meskipun ditimbulkan kesan bahwa
pihak nasabah sepakat, yaitu menandatangam surat perjanjian Kredit
Perumahan Rakyat, namun kata sepakatnya mengandung cacat kehendak.

Persyaratan tersebut kenyatannnya terjadi pada perjanjian Kredit
Perumahan Rakyat, yaitu pihak pengembang telah menyalahgunakan
keadaan pihak nasabah yang membutuhkan Kredit Perumahan Rakyat
dengan membuat atau menyusun syarat pepanjian yang mengabaikan
kondisi nasabah. Dengan keunggulan ekonomis dan psikologis, pihak
pengembang menafsirkan secara luas sehingga merugikan nasabah.

Pihak nasabah yang umumnya sudah merasa beruntung memperoleh
fasilitas kredit, menjadi kurang bersikap rasional pada syarat-syarat
perjanjian yang sebenarnya dapat memberatkan. Dengan demikian maka
alasan perlindungan hukum yang dapat diberikan pada nasabah berhubungan
dengan masalah terjadinya maupun pelaksanaannya perjanjian Kredit

Perumahan Rakyat. Karena adanya penyalahgunaan keadaan , maka

% van Dunne, terjemahan Sudikno Mertokusumo, Diktat Kursus Hukum Perikatan, bagian

11, UGM, Yogyakarta, h. 178. i

[
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kehendak dari pihak nasabah yang telah menandatangani perjanjian Kredit
Perumahan Rakyat dengan syarat-syarat yang dapat memberatkan nya,
mengandung cacat kehendak. Sedangkan perlindungan hukum yang
berkaitan dengan perlaksanaan perjanjian bersumber pada tidak
dilaksanakannya perjanjian Kredit Perumahan Rakyat oleh pihak
pengembang dengan itikad baik.

Dalam hal yang demikian itu perlu dikemukakan pendapat Sudikne
Mertokusumo, yang menyatakan bahwa, penyalahgunaan keadaan tidak
dapat dikategorikan dalam ajaran itikad baik. Karena itikad baik
mempersoalkan tentang cara untuk memperoleh hak, sedangkan dalam
penyalahgunaan keadaan yang diperscalkan ialah terjadinya perclehan
hak .

Arti pentingnya kedua kategori tersebut ialah berkaitan dengan upaya
untuk memberi dasar perlindungan hukum kepada nasabah. Dengan kategori
tersebut maka perlindungan hukum kepada nasabah seyogyanya
disistemasikan.  Artinya, jika nasabah mendalilkan terjadinya
penyalahgunaan, ini berkaitan dengan saat terjadinya perolehan hak, vaitu
pada saat terjadinya perolehan hak, yaitu pada saat terjadinya perikatan dari
suatu perjanjian. Sedangkan jika hendak mendalilkan terjadinya itikad baik,
maka hal itu berkaitan dengan perlaksanaan perjanjian yaitu, cara untuk

memperoleh hak.

* Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, h. 14.
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Manfaat adanya sistematisasi tersebut ialah berkenaan dengan sifat
pemberian perlindungan hukumnya. Dalam hal terjadinya penyalahgunaan
keadaan, sifat perlindungan hukumnya tergantung pada nasabah. Artinya
pembatalan perjanjian tergantung pada permintaan nasabah.

Dalam praktek, terjadinya penyalahgunaan keadaan, dapat dipengaruhi
atas terjadinya pelaksanaaan perjanjian yang tidak dilandasi oleh itikad baik.
Dengan telah terjadinya penyalahgunaan keadaan dan pihak pengembang
terhadap nasabah, yang menyebabkan pihak nasabah menerima syamt—syarat
perjanjian Kredit Perumahan Rakyat yang memberatkannya, ternyata bukan
peluang pada pihak pengembang untuk melaksanakan perjanjian tanpa
dilandasi itikad baik.

Dar1 uraian terscbut di atas maka sudah sepatutnya jika pihak nasabah
keberatan terhadap keputusan pibak pengembang tentang segala hal
persyaratan yang ada. Jika pihak nasabah tidak mematuhi syarat-syarat yang
ada, kemungkinan akan dipermasalahkan atau digugat oleh pihak
pengembang, untuk memaksa pihak nasabah memafuhinya, dengan dasar
perjanjian kredit yang telah ditandantanganinya.

Menghadapi gugatan dari pihak pengembang untuk memaksa nasabah
memaiuhi kewajibannya, hakim dapat memberikan perlindungan hukum
kepada nasabah sebagai berikut :

a. atas persetujuan dari nasabah, hakim dapat membatalkan perjanjiannya.
Dalam hal ini nasabah dapat mendalilkan bahwa syarat-syarat perjanjian
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yang ditetapkan oleh pihak pengembang merupakan perbuatan
penyalahgunaan keadaan.

Permintaan pembatalan dari pihak nasabah dapat terjadi karena cacat
kehendak, yang berarti tidak dipenuhinya syarat-syarat subyektif untuk
sahnya perjanjian, khususnya sebagaimana yang ditetapkan oleh Pasal
1320 butir 1 BW., yaitu adanya kata sepakat mereka yang mengikatkan

dirinya.

b. hakim dapat mengesampingkan putusan pihak pengembang tentang segala

sesuatu yang berkaitan dengan syarat-syarat yang dibuat oleh
pengembang yang memberatkan nasabah, dengan pertimbangan bahwa
pihak pengembang tidak melaksanakan perjanjian dengan itikad baik,
yang berarti bertentangan dengan Pasal 1338 ayat (3) BW.

Selanjutnya, hakim dapat menafsirkan syarat-syarat perjanjian itu
berdasarkan kepatutan (redelijkheid). Dilakukannya penafsiran keputusan
terhadap perjanjian Kredit Perumahan Rakyat ini tidak terlepas dari
kajian teoritis tentang itikad baik yang umumnya menunjuk pada rasa
keadilan.

Penafsiran perjanjian berdasarkan keputusan, menwrut hemat penulis
memang sudah sewajamya diterapkan pada syarat perjanjian Kredit
Perumahan Rakyat. Jika tidak dilakukan menafsirkan demikian maka dari
rumusan kata-kata perjanjiannya tidak menyalahi perjanjian kredit
tersebut.
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Namun jika mempertimbangkan suatu penilaian, tidak sepantasnya pada
para nasabah harus dikenakan syarat-syarat yang memberatkan. Oleh
karena itu syarat-syarat pengaturan tentang harga rumah, besamya
angsuran perbulan, lamanya jangka waktu angsuran, dan besarnya bunga
tiap bulan yang terlalu luas itu dapat dikesampingkan oleh hakim. Hakim
menafsirkan, bahwa nasabah yang dan golongan ekonomi lemah dapat
diperhatikan kondisinya' sehingga semestinya tidak dibebani vleh syarat-
syarat yang demikian berat.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dengan tidak dipenuhinya
syarat-syarat obyektif maka perjanjian yang dibuat batal demi hukum
{nietig), sedangkan apabila syarat-syrat subyektif yang tidak dipenuhi
maka perjanjian itu dapat dibatalkan (verniefig). Suatu perjanjian dapat
dibatalkan selain karena tidak dipenuhinya syarat-syarat subyektif
(sebagaimana diterangkan di atas) dapat juga karena wanprestasi,

sebagaimana keterangan di bawah ini.

3.2, Karena Wanprestasi dan Akibat Hukumnya.

Wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk

(bandingkan dengan wanbeher yang berarti pengurusan buruk, wandaad
yang berarti perbuatan buruk). Wanprestrasi ialah pihak-pihak yang tidak

melaksanakan apa yang dijanjikannya karena alpa atau lalai atau ingkar janji

%9
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atau juga ia melanggar perjanjian apabila ia melakukan atau berbuat sesuatu
yang tidak boleh dilakukannya.

Pembatalan perjanjian yang karena wanprestasi, baik karena alpa,
lalai, atau xarena ingkar janji dapat dirumuskan menjadi 4 (empat) macam
yaitu
1. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

2. melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang
dijanjikannya;
3. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
Terhadap kelalaian atau kealpaan pihak yang melakukan
wanprestasi diancam dengan beberapa sanksi atau hukuman sebagai berikut :
1. Membayar kerugian yang disertakan oleh pihak lain, atau dengan singkat
dinamakan ganti rugi;
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
3. Peralihan resiko;
4. Membayar biaya perkara kalau sampai diperkarakan di muka hakim.
Untuk ketentuan adanya wanprestasi ini adalah mudah, artinya
seseorang dapat dikatakan melakukan wanprestasi manakala dapat
dibuktikan bahwa ia telah tidak dapat mewujudkan apa yang dijanjikan

(prestasi), sebab kadang-kadang dalam suatu perjanjian tidak diterangkan

%' Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Bandung, 1979, h. 16.
90 *

Wanprestasi dalam pelaksanaan... Masruroh



ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

dengan tegas kapan prestasi itu harus diwujudkan, sehingga penetapan
tentang kealpaan atau kelalaian untuk mewujudkan prestasi tidak mudah. >

Pertama-tama yang harus dilakukan dalam hal penetapan seseorang itu

telah melakukan wanprestasi adalah dengan cara memperningatkan. Cara ini
telah diberikan oleh Pasal 1238 BW. yang berbunyi :
“si-berhutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan
sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya
sendiri menetapkan bahwa si-berhutang akan harus dianggap lalai
dengan lewat waktu yang ditentukan”.

Yang dimaksud dengan surat perintah dalam pasal tersebut adalah
suatu peringatan resmi seorang juru sita pengadilan. Sedangkan perkataan
akta sejenis itu sebenarnya oleh undang-undang dimaksudkan suatu
peringatan tertulis, dan sekarang sudah lazim peringatan yang demikian
dilakukan secara lisan, asal cukup tegas menyatakan desakan prestasi
dilakukan dengan seketika atan dalam waktu singkat. Kelaziman seperti itu
tidak dapat mengalahkan ketentuan penyampaian peringatan dalam bentuk
surat, terlebih-lebih surat tercatat, agar apabila perlu adanya pembuktian di
muka hakim tidak mudah dipungkiri.

Apabila seseorang telah diperingatkan secara tertulis, atau dengan lisan
asalkan tegas penckanannya pelaksanaan prestasi, maka seseorang tersebut

dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi, dan sudah barang tentu ia

dapat diberi sanksi-sanksi sebagaimana tersebut di atas. Sanksi-sanksi yang

32 Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
h. 98. |
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dimaksud dapat berupa ganti-rugi yang dapat dirinci menjadi tiga unsur,
yaitu dapat berupa biaya, rugi, dan bunga (kosten, schaden, en interesten)™

Yang dimaksud dengan bigya adalah segala pengeluaran atau
perongkosan yang nyata-nyata dikeluarkan oleh satu pihak. Sedangkan yang
dimaksud dengan rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang
pihak yang satu karena kelalaian pihak lain. Kemudian yang dimaksud
dengan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan
(winstderving) yang sudah dibayangkan dan dihitung oleh pihak yang satu.>*

Code civil (Perancis) membagi ganti rugl menjadi dua bagian
yaitu : dommages et interest. Dommages meliputi apa yang dinamakan
dengan biaya dan rugi, sedangkan interest adalah sama dengan bunga dalam
arfi kehilangan keuntungan.35

Dalam persoalan penentuan ganti rugi undang-undang memberikan
ketentuan-ketentuan tentang apa yang dapat dimasukkan dalam ganti rugi
tersebut. Dalam hal seperti ini dapat dikatakan bahwa undang-undang masih
tetap membenkan perlindungan terhadap seseorang yang dinyatakan
melakukan wanprestasi. Terhadap kesewenang-wenangan pihak lain
sebagaimana perlindungan Pasal 1338 ayat (3) BW. terhadap masalah

pelaksanaan peljanjian.%

33 Mariam Darus Badrulzaman, Tbid, h. 99.

* G.W. Paton, a Text Book of Jurisprudence, h. 556.

33 Vollmar, Loe.Cit, h. 146.

* Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, h. 98.
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Perlindungan atas ganti rugi tersebut dapat ditemukan dalam Pasal

1247 ayat (3) BW yang berbunyi :
“si-berfiutang hanya diwajibkan mengganti biaya rugi dan bunga yang
nyata telah atau sedianya harus dapat diduga sewakfu perjanjian
dilakukan, kecuali jika tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan
karena sesuatu tipudaya yang dilakukan olehnya”

Selanjutnya Pasal 1248 BW. menyatakan :

“bahkan dalam hal jika tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan
karena tipudaya si-berhutang, penggantian biaya, rugi dan bunga
sekedar mengenai Kerugian diderita oleh si-berhutang dan keuntungan
yang terhutang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan
akibat langsung dari tidak dipenuhinya perjanjian”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ganti rugi itu dapat
dibatasi hanya meliputi kerugian yang dapat diduga dan merupakan akibat
langsung dari wanprestasi.

Adapun sanksi yang kedua dari pembatalan adalah adanya sifat
pembatalan itu merupakan hukuman. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa
kadang-kadang orang menganggap telah bebas dan tidak terikat lagi atas
perjanjian yang telah dibatalkan, namun yang demikian perlu dimengerti dan
dicermati bahwa pembatalan itu sendiri mengandung sanksi dimana
seseorang berada dalam keadaan yang kurang menyenangkan, karenanya
pembatalan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada
keadaan sebelum perjanjian itu diadakan, bila satu pihak telah menerima

sesuatu dari pihak lain, maka itu harus dikembalikan, dalam arti perjanjian

itu ditiadakan.
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Sanski vang ketiga adalah peralihan risiko sebagaimana yang
dijelaskan oleh Pasal 1237 ayat (2) BW., bahwa yang dimaksud dengan
“risiko” adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu
peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa varang yang
menjadi obyek perjanjian (soal risiko ini dapat dibicarakan tersendiri karena
selalu berkaitan dengan keadaan memaksa). |

Peralihan risiko dapat digambarkan sebagai berikut :

Menurut Pasal 1460 BW, risiko dalam jual-beli barang tertentu dipikulkan
kepada si-pembeli, meskipun barangnya belum diserahkan. Kalau si-penjual
itu terlambat menyerahkan barangnya, akan kelalaian ini diancam dengan
pengalihan risiko tadi dari pihak si-pembeli ke si-penjual. Artinya jika terjadi
kerusakan barang dan lain sebagainya atas keterlambatan si-penjual untuk
menyerahkan pada si-pembeli, risiko kerusakan bukan di pikul oleh si-
pembeli tetapi oleh si-penjual.

Tentang pembayaran ongkos biaya perkara sebagai sanksi keempat
adalah tersimpulkan dalam Pasal 181 ayat (1) HIR (Hukum Acara Perdata).
Seorang debitur yang lalai tentu akan dikalahkan bila sampai terjadi suatu
perkara di muka hakim. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sanksi
atas pihak yang telah wanprestasi terhadap perjanjian yang diadakan, pihak
lain dapat memilih tuntutan-tuntutan sebagaimana ketentuan yang diberikan
oleh Pasal 1267 BW, yaitu:

1. Pemenuhan perjanjian;
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Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
Ganti rugi saja;

Pembatalan perjanjian; dan

»oE e

Pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi.
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BAB IV
PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, yang pembahasannya diuraikan dalam Bab ]I

dan Bab 11, maka dapat disimpulkan sebagai berikut, bahwa :

1.1.

1.2.

Perjanjiar. Kredit Perumahan Rakyat yang dibuat secara baku telah
memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal
1320 BW. Namun salah satu syarat, khususnya syarat subyektif, terutama
yang berkaitan dengan kata sepakat adalah lemah sekali karena pernyataan
kehendak yang disampaikan tidak menutup kemungkinan adanya
ketidaksamaan dengan kehendak yang ada, disebabkan karena adanya
keunggulan, baik ekonomis maupun psikologis, yang memungkinkan pihak
pengembang menyalahgunakan keadaan terhadap pihak nasabah pada
waktu perjanjian itu dibuat. Perjanjian yang demikian tetap sah, walaupun
sebenarnya kata sepakat vang ada mengandung cacat kehendak;

Jika terjadi wanprestasi dalam suatu perjanjian, khususnya perjanjian
Kredit Perumahan Rakyat, perjanjiannya tidak batal demi hukum (nietig)
melainkan dapat dibatalkan (vernietig baar). Pembatalan perjanjian
tersebut tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan harus dimintakan
pembatalan. Pembatalan perjanjian dapat disebabkan karena tidak

dipenuhinya syarat-syarat subyektif dan dapat pula disebabkan karena

H
i
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wanprestasi. Pembatalan petjanjian karena tidak dipenuhinya syarat-syarat
subyektif, khususnya yang menyangkut kata-sepakat, perjanjiannya tetap
sah, namun kata sepakat itu sendiri mengandung cacat kehendak,
sebagaimana keientuan yang ada dalam Pasal 1321 BW berupa kekhilafan
(dwaling), Penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden)
sebagaimana Putusan M.A R.1. Nomor : 190K/Sip/1982. Demikian pula
pembatalan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan oleh pihak yang
dirugikan berdasarkan Pasal 1267 BW, berupa :
a. Pemenuhan perjanjian;
b. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
c. Ganti rugi saja;
d. Pembatalan perjanjian; dan
e. Pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

2. Saran.
Untuk menjamin kepastian hukum, terutama bagi para pihak yang

mengadakan perjanjian dalam bentuk baku maka hendaknya :

2.1. Ajaran yang berkaitan dengan penyalahgunaan keadaan (misbruik van
omstandigheden) dimasukkan dalam pasal-pasal BW., untuk melengkapi
bentuk-bentuk cacat kehendak yang sudah ada dalam Pasal 1321 BW. Jika
tidak dapat dibuat pasal baru, maka cukup dmasukkan dalam Pasal 1321 BW
yang ada, dengan menambah ayat, atau cukup pada point 4 seiain kekhilafan,

! paksaan dan penipuan;
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2.2. Pembentuk undang-undang memberi ketentuan tersendiri dalam undang-
undang yang memuat tentang keharusan dan larangan membuat syarat-syarat
perjanjian baku, sehingga dapat memenuhi atau setidaknya mendekati rasa

keadilan bagi para pihak, berupa perlindungan hak-hak secara preventif dan

represif.
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L3

PERJANJHAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH
' ANTARA
BANK TABUNGAN NEGARA

.............................

Yang bertanda tangan dibawah ini :

BANK TABUNGAN NEGARA, berkedudukan ¢i Jakarta, Jalan Ggjzh Mada Nomoeor |,
dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 1968, Lerobaran Negara R.I.
No. 73 Tahun 1968, Tambahan Lembaran Negara R.1. No. 2873 diwakili oleh :

R. KAROTO DS, Kepala Cabang Bank Tabungan Negarr JI. Femuda No. 50

Telp. 44480 — 42610 — 45073 di Surabaya, atas dasar sura't Kuvesa No, 17/Dir/0888
Tanggal 08 Agustus 1988,

..............................................................................

dan dengan demikian sesuai dengan pasal 16 Undang-Undang No. 70 1ahun 1968, Lem-
baran Negara R.1. No. 73 Tahun 1968 Tambahan Lembaran Negava IL.1. No. 2873 ber-

tindak untuk dan atas nama Bank Tabungan Negara selanjutnya disebut Bank ;
DAS. ASMUNK I

............................................................

TR karyawan dari
STKLP PORL.WJOMBARG.=3 o) & o0 . . bertempat tinggal
di jalan D3, BANJARDOWO B.H. 01 RT. 06 JOMBANG.—/

DRI i A i A R N R R R R T

dalam hal ini bertindak Gntuk dmnya sendiri, selanjutnya disebm DEBTTUR pada hari

ini tanggal,.......... ‘ '0 qu 19& AR | S g bertempat di ... ooiiiinn.

.................................................. telah sztuju imntuk dan dengan
ini pula Bank memberi pinjaman uang kcpada Debitur yeng dengan ini menga.ku berhu-

tang kepada Bank karena uang yan% di D%m f\ya dari Bank tersebut, vditu sampai jifm.
lah maksimum sebesar Rp

. -
.........................................................................

.
.......................................................

Perjanjian ini selanjutnya disebut Perjanjlan Kredit Pemihkan Rl.rr.ah clan ;hbuat de-
ngan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

LN

Pasal 1

Jumiah Kredit dan Penggunaannya

Dengan penandmanéanan perjanjian ini debitur mcngaku tzlah menarik dan

menggunakan jumlah kredit maksimal sebesar p .......... il b S g
(.. Lima juta lima rates pibu rupish .- .
................................ ) dan dengnn demikian sejak penandatanganan per-

janjian kredit ini yang merupakan tanggal penarikan kredit — debitur wajib untuk

memenuhi kewajiban-2 atas kreditnya sesuai dengan perjanjian ini. '

Jumlah kredit tersebut pada ayat (1) perjanjian ini biith ditenikan oleh Bank

kepada Debitur dan hanya digunakan oleh Debitur untuk membeli sebuah rumah
kut tanahﬂfﬁﬂma dimiliki dan dibhuni s2ndiri oleh Debitur, dari

.......... I {PL4,. runsh &y o 45, blokG, 2 10 Kpl. 113 .delam pros,
Per. 4 Da. ?ﬁ?@‘?dé“ ........ Joubite. dengan Kargs bual eebezar Xp. 1.800.000
(Tujuh juta delapan ratus ribu rapiak J.—

...........................................................................

Untuk pembayaran lunas harga rumah berikut tanahinya tersebwi pada ayat @
pasal ini, dengan penanda - tanganan perjanjian ini Debitur sekaligus memberi

kuasa kepada Bank untuk dan atas nama Debitur membayarkan pada saat yang. '

dianggap baik olech Bank ]:yl{tdnh diperoleh dari kredit :ersebut ‘pada
ayat (1) pasal ini képada ... "% .‘.‘. % 9.!.5%.’4.-?9@% e,
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(4). Sesuai dengan ayat (1) pasal ini, perjanjian ini efektip berlaku sejak ditanda tangani oleh _
Bank dan Debitur, schingga tanggal pembayaran oleh Bank sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) pasal ini tidak mempunyai pengaruh apapun atas hak dan kewajlban mhak ’
Debitur didalam perjanjian ini,

. Pasal 2

Suku Bunga dan Provisi Bank

15% ( lima helas promen ) s

(1). Terhadap kredit ini, debitur dikenakan bunga scbcsarnﬂ.%mmyr 4% setahun yang

diperhitungkan sejak hari berikut dari tanggal penarikan kredit sar.pai dengan tanggal
dilunasinya seluruh jumlah utang.

(2). Kecuali bunga tahun prrtama yang diperhitungkan atas dasar jumlah kr.dit vang ditarik,
bunga tahun-tahun selanjutnya diperhitungkan atas dasar sisa utang (yng terdiri dari
pokok kredit dan pembebanan bunga blaya-biaya teriunggak ) pada :angga 31 Desember
tahun yang mendahului,

(2. Setiap saat Bank berhak untuk merubah tarip suku bunga kredit ini Jntuk disesnaikan
dengan kebijaksanaan Pemerintah c.q. Bank Indonesia; setiap perubahan suku bunga
berlaku effektip paling cepal tiga puluh bari kalender setelah JAanggal surat’ pembenta-

huan Bank untuk itu.
4). Debitur dikenakan Pl’O\-’lSl Bank sebesar R ag s 39"000’ ; / .......................
 { Tige puluh sembilan ribu xuplan J.- . yattu

5%0 dari harga rumah berikut tanah tersebut pada ayat (2) pasal 1 Perjanjian ini, yang
harus telah dilunasi pada saat penanda tanganan Perjanjian ini.

" Pasal 3

Jaminan daw Cara Pengikatannya

(1). Unwmuk menjamin lebih jauh pembayaran kembali segala sesuatu yang atas ketentuan
Perjanjian ini atau karsna apapun juga harus dibayar oleh DebitLr z¢pada Bank, baik
karena pokok kredit, bunga dan biaya-biaya lainnya, maka Dehitur memberikan ja-
minan kebendaan (harta) antara lain rumah dan tanah yang akan disebut dalam akte
tersendiri baik secara notarii! maupun dibawah tangan, semata-piate rnenurut pertim-
hangan dan ketentuan Bank, sedang akte pemberian jaminan tersebut nicnipakan bagian
dari dan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kredit ini. .

(2). Debitur menyetujui dan mewajibkan serta mengikatkan dirinya vmtul. menyerahkan
semua surat dan dokumen apapun, yang asli serta sah dan membuktikan nemilikan atas
segala harta yang dijadikan jaminan termaksud dalam ayat (1) pasat iri, kepada Bank
guna dipergunakan untuk pelaksanaan pengikatan harta tersebut sebagai juminan kredit
dan selanjutnya dikuasai oleh Bank sampai dilunasi seluruh jumlah utaugnya.

(3). Detitw menyetujtu dan mcwajlbkan serta mensika:kln dirl uamk membenkan
;. bantuan’ scpcnuhnya 'guna’ memungkinkan Bank melaksanaken penglkntan barang
jaminan kredit iai menurut cara dan pada saat yang dianggap baik oleh Bank,

{4). Debitur menyetujui dan mewajibkan serta mengikatkan diri, dan dengan penanda-tanga-
nan Perjanjian ini sekaligus memberi kuase kepada Bank yang tiduk dapat ditarik
kembali sebelum seluruh utangnya kepada Bank dilunasi, untuk dan atas nama Debitur
menutup pertanggungan aswransi kebakaran dan risiko kebendaan lainnya atas barang
jaminan kredit' ini, pada perusahasn asuransi manapun serta dengan keteutpan, nilai
w:m, jangka waktu pertanggungan dan klausula yang d'swgap baik oleh

(5). Seluruh

.................
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Seluruh biaya yang diperlakukan dalam pengikatan barang jeminan dan pertanggungan asurans-
nya, termasuk didalamnya bic:ya - biaya notaris, P.P.A. T, { Pejabat Penibuct Akte Tanah } pungn-
tan - pungutan Pemerintah seperti bea meterai, dan apabila perler, bea pendafiaran / pencatatan df
Kantor Agraria dan lain sebagainya serta biaya dan premi asurenst menjad! anggungan Debitur
Jdan dalam hal Bank telah membayarkannya terlebih dahuly, seketika seelali mensrima penagthan

pertama dari Bank, Debitur harus langsung dengan sekaligus lunas membayarkannys. kemball

kepada Bank.

Pasal 4
Jaminan Tambahan

Apabila Bank berpendapat bahwa dari segala sesuatu yang tersebut pada ayat (1) pasal 3 Perjanjlan ini
tidak lagl mencukupi untuk dijadikan jaminan kredit inl, maka Debitur menyetujui dan mewajibken serta
mengikatkan dirf untuk atas permintaan pertams dari Bank : ) '

H.

b.

().

2\

@

{4).

Membayar kepada Bunk sejumlah uang menurut ketetapan Bank atau
Menambah bareng - barang / benda - benda tertentu lainnya yang ditetagken oieh Bank untuk

 dijadikan jaminan tambahan menurut ketetapan Benk,

Pasal 5
Penghunian Rumah

Debitur wajib dan berhak untuk segera setelah menanda tanganl perjanjian inl. untuk menempati

rumah yang dibeli dengan, serta dijedikan jaminan bagl kredit ind, sepavjeng din-selama Debitur

memenuhi dengan baik sernua kewajiban-2 berdasarkan pérjanjian inl.

Dengan menempati rumah tersshot Debitur menurut hukum disnggap telah mengeta.hui serta

menerimna sepenibnya keadean sebagaimane yang diterimenyadart ... .. ... ..., . Eal 1

sehingga apabila dikemudian hari ternyata ada cacat ataupuﬁ kekurangan upapun juga termasuk

didalamnya cacat tersembunyl, kiranye yang demikian itu ternyata ade pada tvnah tersebut, maka

hal itu semata - mata menjadi tanggung jawab Debitur sendiri dax Bank tidak dupas dikaitkan / df

pertanggung - jawabkan dengan cara atau dalih apapun fugs atasnya.

Debitur menyetujui dan me'wnjll'::lnhn serth mengikatkan diri untuk ;0

a. nmempaﬂmmahbersebutsecmlayak, 1R B wy ol S

i nwmelﬂxmnyadenganbaikamblayasendiﬂ - Y
memperbaild atas beban sendiri segah kerusakan ylng terjadi atu mmuh tnrsebut »

)
c
'd. membayar TREDA/IPEDA mauiin pungutnn-punguhn lain dari’ yang derwajib

'yanghﬂmdikmnkmbnhadappunmk/pmghunlmmnhmupﬁdmmmr
Debitur tanpapersetuiumtmtﬂistulebih dahuludaﬂBmkcﬁlmnguntuk

8. Merobah bentuk stau kopstruksl rumah tersebut ;

b. Membebamlaglhaﬂatembutd&umhlpoﬂk,uuudenmmm {eniv pembebanan lain
apapun fuga untuk keuntiingan sesumti pthak kecuali Bank ;~

<. Menyewskan mu mengijinken penempatm atay penggunsm maupun mtmgtmrhn harts

d. Menyerlhkmhmwnabuthqudlplhlkhin C e o e R T Y

_‘&,Menjamlnkmhakmmuangmumhlthfmu

- Menerima setiap uang muka, sowa, atau sesustu pembaywran lainnya aumpunbayarm kon-
pensasi dimuka terhadap sews - menyewa penemipatan, penjuslan st sesurtu bantu.kpengm
saan % atas harta tersebut darl pihak lain.

-
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Pasal 8
Pemhbayaran Kembali dan Jaogka Wakte Kredit

Pembayaran kembali kredit dilakukan secara angsuran bulsnan, yang terdér dari angsuran pokok -
kredit dan bunganys, dengan cara perhitungan analtas.

Berdasarkan cara perhitungan anuitas dan sepanjang tingkat suku bunga ndelah sama seperd dite -
tapkan pada ayat (1) pasal 2 Perjanjlan ini, maka jumish a?gsurm bulenan yang wajib dibayar oleh

Debitur kepeda Bank adalah sebesar Rp. ... 74:800,= 7 . .. .. ...
( ...Tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah }.-

Perubahan jumlah angsuran bulanan yang disebablan oleh perubaiian suku bunga, akan diberits -
hukan secara tertulis oleh Bank ; Debitur setuju, mewajibkan dan mengicatkan dirf untuk mentaati -
dan melakzanakan perubahan angsuran bulanan, sebagaimana ditetapker. oleh Pank,

Angsuran bulanan tersebut pada ayat (2) atau ayat (3) pasal inl harus t=L.h diterima olc': Bank, pada
atau sehelum tanggal 5 setiap bulan, menurut cara pembayaran dan d'beyax pada Kantor yang di -
tentukan oleh Bank .

Pembayaran angsuran bulanan pertama yang merupakan salah sita homponen uang muka

telah dilakukan pada bulan . .. .. =~ JAMN 889 . . . dan angsuren selanjLétnya dibayar
berturut-turut setiap bulan sejak bulan tersebut selama jangka wakeu ... .. L tahun. /
Pasal 7

Kuasa Penerimaan Gaji dan Surat Tagihan

Sepanjang mengenai kewajiban - kewajiban pembayaran Debitur kepede bank yang Himbul dari -
Perjanjian ini, maka Debitur menyetujul dan dengan penanda - tanganar lerjanjian lnf, sekaligus -
meinberi kuasa kepada Bank untuk selama jumlah ytang Debitur belun: dibeyar lunas kepada Bank,
selanjutnys"meminta dan menerima bagian gaji dan penerimaan lainnya yang ienjadi hak Debitur-
dari pejabat yang berwenang membayarkan gaji dan penerimaan lainnyr dari Ynstansi/Kantor ter -
sebut, untuk pertama - tarna dipergunakan membayzr/melunasi utang Debitur kepada Bank, mer: -
dahulu] kewsfiban pembayaran Debitur kepada pihak lain.

Pemberian kuasa tersebut pada ayat {1) pasal ini sama sekali tidak mer purangi pertanggungan ja -

wab pribadi Debitur atas kewajiban - kewajiban pembayaran kepade Bunk vang imbul dari Perjan- -

jian ini, sehingga bagaimanapun Bank berhak untuk spabila menganggeyp perla, melakukan penagi-
han langsung kepada Debitur atas kewajiban - kewsjiban pembayarar tersebut.

Bank tdak diwajibkan untuk mengirimkan surat - surat tagihan kepada Debitur, sehingga dengan -
atau tanpa adanya surat tagihan, Debitur harus tetap memenuhi pembayaran - pembayaran angsu -

* ran bulanannys sebagainiana ditentukan didalam eyat (2) dan (3) pasal 6 Perjanjian inf.

Pasal 8
PelunlunKemhn}iSebeJumBenldﬁmynlmmw_ui_c_m_

Menyimpang dari ketentuan jangka waktu sebagaimans disetujui pada ay a* (3} pasal 6 Perjanjien ini
Debitur dapat melunasi utangnya sebelum ukhir jangka waktu tersebuz, yung akan berlaku dua bu -
lan kalender setelah Bank menerima pemberitahuan dari Debitus rnengenai maksudnya tersebut -
ataupun dalam hal Debitur tidak memberitahukannys terlebih dahulu, cembayaran demikian itu -
baru berlaku dua bulan kalender setelah tanggal pembayaran, ataupur sctelah Debitur membayar -
dlinukas bunga ekstre sekeligus untuk dua bulan.

(2). Unb' . Lo
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: ; bula-
Untuk mengurangi jumlah utangnya, Debitur dapat, untuk disamping membx ysr angsuran

nannya sebagaimana ditentukan dalam ayet (2) pasal 8 Perjanjian ini, juga melakukan pcmbnfva.rm
di.nuka angsuran pokok, dengen syarat bahwa angsuran demikian ftu jumlshava setiap saat tidak
kureng dari Rp. 50.000,— ( Lima puluh ribu rupiah }. — .............. i taaaa i

dan berleku sefak dua bulan setelah Bank menerima pemberitahusn dari Debitut mengenal mak-
sudnys, ataupun dalam hal Debitur tidak memberitahukan terlebih dahuly, permbuyaran demikian
itu baru berlaku sejak dua bulan kalender setelah tanggal pembayaran ; angsuran pokok demikian
fcu tidak akan megubah besarnya jumlah angsuran bulanan tetapi akan mengirangt jangka waktu
kredit yang bersangkutan.

Pasal 9

Pengawasan dan Pemerilsaon Barang Jaminan

Selama Debitur belum melunasi seluruh utangnya yang timbul dari Perjanjicn ini, maka Bank ber-
hak setiap saat yang dianggap layak oleh Bank, melakukan pemeriksaan dan merinta keterangan-

" keterangan setempat yang diperlukan., . .

Debitur menyetujui dan mewajibkan serta mengikatkan diri untuk memberiken reterangan - kete-
rangan secara benar atas pertanyaan - pertanyaan pihak Bank dalam rangks oengawasan dan
pemeriksaan barang jaminan ind,

Pasal 10
Penagihan Seketika Seturub Utany

Tanpa memperhatikan ketentuan mengenai angsuran bulanan den jangka waltu kredit inf, Bank
berhek dan dapst untuk seketika menagih pelunasan sekaligus atas seluruh sise utang Debitur
kepada Bank yang timbul dari Perjanjian ini, dan Debitur wajib membaysmyn dengan seketlka
dan sekallgus lunas untuk seluruh sisa hutang yang ditagih oleh Bank, dalar hai terjad! salah satu
atau bebeorapa keadasn dibawah ini, yaitu

a. Debitur cidera janji, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 11 Perjenjian i ;

Debitur tidak mungkin lagl atau tidak mempunyai desar hukum untul: inemenuhi sesuatu
ketentuan atau kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit antara lain : menioygal dunia, diber-
hentikan darl Kantor/Instansi yang bersangkutan, dijatuhi huluman Pidana, meiddapat cacat
badan sehingga oleh karenanya belum/tidak dapat dipekerjakan lagi, Jipindahkan kekota /
daerah lain atau keluar neger ;

¢, Perusahaan tempat Deb.tur bekerja telah dinyatakan pailit atau tidak mampu membaysr atau
telah dikeluerkan perintah oleh pejabat yang berwenang untuk menunjuk wall atau kurator
Debitur ;

d. Debitur membuat atau menyebabkan atau menyetujui dilakukan atan membiarken dilalukan
sesuatu Hndakan yang membahayaksan atau dapat membahayaksn, mengaranyi atau meniada-
kan jaminean yang diberfkan untuk utang ; '

2. Harta - harta Debitur yang diberikan sebagal jaminan kredit telah musnah ;

f.  Betiap keterangan yang diberikan, hal-hal yang disampaikan atau faminar vaug dibuat oleh
Debitur kepada Bank terbukti palsu atau menyesatkan dalem segala segi stuu Debitur lalat atan
gagal untuk memberikan keterangan yang bermakna atau sesunggubnya kepala Dank ;

g. Debitur gagal dalam memenuhi atau Debitur bertindak bestentangan dengun sesuatu peraturan
Pemerintsh atau Dacrah, Undang - Undang atau Peraturan - Peraturen yarg mempunysi
akibat penting terhadap atau mempengaruhi hubungan kerjanys dengau Xantor tempat
beker]a ; .

h. Setap sehab atau kefadian lainnya yang telah terjadi atau mungkin skan terjed sshinggs men-
jadil2yak bagi Bank untuk melakukan penagthan seketika mengenai seluruh ( s'sa ) hutang guna
melindupgi . kepentingan - kepentingannya, satu dan lainnya semata - mata menurut
penetapan / pertimbangan Bank. '

(). Apebiia......... s
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Apabila setelsh mendapat peringatan dari Bank, Debitur tidak dapat meiunas: selaruh sisa kewafl- . |

ban pembayarannya yang seketika ditagih oleh Bank karens terjadinya ha! - hal yang disebutkandi-
dalam ayat (1) pasal ini, maka Bank berhak memerintehkan kepada Debitur urtuk mengosongkan

rumah berikut tanahnya yang telah dijaminkan oleh Debitur kepada Bank didalam Perjanjian ini,
dan Debitur mengikatkan diri untuk melaksanskan pengospngan rumah isn tanah termaksud,
selambit - lambatnys dalam jangka waktu 30 hari dihitung mulai tanggal pe.irtah Bank untuk itu,
tanpa syarat dan ganti rugi apapun juga.

Apabila Debitur ternyata tidak mengosongkan rumah dalam jangkh wakw yang Citentukan dalam
ayat {2) pasal ini, maka Bank berhak untuk meminta bantuan pihak yang ler venang guna menge-
luarkan Debitur dan mengosongkan rumah tersebut,

Debitur dengan ini menyatakan melepaskan halmya untuk memi-ta bantean 1erl Instansi manapun
mengenai pengosongan rumah tersebut, apabila haknya untuk itu memang ¢ Ja.

Pasal 11
Debitur Cidera Janji

Bank dapat menetapkan telah terjadinya cidera janiji dipihisk Debitur, calzr1 Lal :

a. Debitur tidak membayer angsuran bulanannya ateupun jumlah zapseran bulanan yang
dibayarnya kurang dari jumlah yang ditetapken calam ayat (2) pasal 8 Pe-janitan ini dan/atau
tidak melunasi kewajiban angsuran bulanannya menurut batas tanggal yang Aitetapkan dalam
ayat (3) pasal 6 Perjanjian ini sehingga untuk itu Debitur telah mendapat Surat Peringatan tiga
kali berturut - turut dari Bank.

b. . Debitur melakukan penunggakan - penunggakan atas kewajiban angsnrar brlarannya sebagai-
mana ditentukan dalam ayat (4) pasal 8 Perfanjian ini selama dua kali a;:zsran baik berturut-
turut maupun tidek dalam satu tahun takwim, schingga untuk itu Delstar telah mendapat
peringatan terakhir dari Bank.

¢, Debitur tidak memenuhi dengan baik kewajibannya sebagaimana di:entekan didalam ayat (2},
(3), (4), dan (5) pasal 3 serta ayat (2) prsal 5 Perianjian ini,

d. Debitur melanggar ketentuan - ketentuan pada ayat {4} pasal 5 Perjeui.n ini.

Debitur tidek memenuhi dengan baik kewajiban - kewajibannya atau rue!anggar ketentuan-
ketentuan didalam Perjanjian ini, satu dan lain semate - mata menun:* jenetapan / pertim-
bangan Bank.

Pasal 12
Pelaksanaan {Eksekusi ) Barang Jaminan

Apabila berdasarkan pasal 10 Perjanjian ini Bank menggunaksn haknya untuk menagih pelunasan
sekaligus atas utang Debitur, dan Debitur tidak dapat memenuki kewajibannye membayar peluna-
san tersebut walaupun telah mendapat peringatan - peringatan dari Bank, inaka Bank berhak untuk
setiap saat melaksanakan hak eksekusinya atas jaminan yang dipegangnyr, inepurut cara dan
dengan harga yang dianggap baik oleh Bank dalam batas - batas yang diberikan oieh undangundang
serts, peraturan hukum lainnya,

Hasil eksekusi dan/etau penjualan bareng jaminan tersebut dalam ayat (1) pasul Inl pertacia-tama
akan digunakan untuk melunasi sis» ytang Debitur kepada Dank, termasuk sorr un beaya yang telah
dikeluarkan Bank guna melaksanakan esekusi barang jaminan, dan apubile masih ada sisanya
jumnlah sisa tersebut akan dibayarkan kembali kepada Debitur. .

apablla dari hasfl penjualan stau eksekusi barang jaminan loredit sebagaimana tersebut pada ayat
{2) pasal ini fumlahnya belum mencukupi untuk melunasi selurub utang Debltur kepada Bank,
maka sesual dengan ketentuan/peraturan yang berlaku Bank berhak untuk mengambil pelunasan

atas sisa utang tersebut darl penjualen barang - barang lain milik Debitvr yang ditunjuk oleh

Debitur sebagai faminan tembahan atas krecit inl,
|
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’ Pasal 13 y

Timbwl dan Berakhirmya Hak-Hak dan Kewajiban

Perjanjian kredit ini berlaku efektip dan mengikat kedua belah pihzk setelah ditanda
tangani oleh Bank dan Debitur.

Dalam hal Debitur telah melunasi seluruh utangnya dan vntuk itu-teiah menerima per-
nyctaan lunas dari Bank, maka Bank wajib untuk menghapuskan/menghentikan
pengikatan barang jaminan dan/atan meroya hipotik atas barang-barar; tersebut pada
pasal 3 dan 4 Perjanjian ini.

Selanjutnya Bank wajib menyerahkan' kembali kepada Debitur semua sarat-surat dan
dokumen-dokumen mengenai rumah berikut tanahnya,serta surat-su-at bukti lainnya
yang disimpan/dikuasai Bank.

Seluruh beaya vang diperlukan untuk penghapusan hipotik dan/atau pe'epasan pengi-
katan barang jaminan lainnya tersebut pada ayat (2) pasal ini, apabila ada, dibebankan
kepada Debitur,

Pasal 14

Penyershan Piatang Kepada Pihak Lain

Debitur menyetujui d2n memberikan hak sepenuhnya kepada Banr un:uk menyerahkan
(mencessikan) piutang dan/atau tagihan Bank kepada Debitur beiilut szmua janji-
janji accessoirnya, termasuk hak-hak jaminan atas kredit ini, kenmada pihak lain yang
ditetapkan oleh Bank sendiri, Setiap saat diperiukan oleh Bank.

Pasal 15

Alamsi Pihak - Pikak

Selurch pembayaran utang atau setiap bagian dari utang Debitur dan surat-menyurat
harus dilakukan/dialamatkan pada Kantor Bank yang telah ditentukan; jam-jam kcr]a
dari Kantor yang bersangkutan,

Semua surat-menyurat dan pernyataan-pernyataan tertulis yang timbcl dari dan berakar
pada Perjanjian Kredit ini dianggap telah diserahkan dan diterima apabila dikirimkan
kepada :

— Pihak Bank dengan alamat +Jl. Pemuda No. 50, ‘Telp. 14480 --42610. di

SURABAYA,
— Pihak Debitur dengan alamat : DS, BANJARDOWO RW. 01 RV7. 06 JOMBANG .-

............................................

Kedua belah pihak masing-masing akan memberitahukan secara tertulis pada «esempatan
pertama secepatnya setiap terjadi perobahan alamat, Debitur pindah/tidax lagi menghuni
rumah yang bersangkutan dan sebagainya.

Pasal 16

Kuass Yang Tidak Dapst Ditarik Kembali

Semua kuasa juga yang dibuat dan diberikan oleh Debitur dalam Perjanjian ini
inerupakan kuasa mutlak yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini dan {idak dapat ditarik
kembali karena sebab-sebab apapun, juga yang dapat mengakhiri kuasa terutama yang
dimaksud dalam pasal 1813 Kitab Undang Undang Hukum Perdeia, dan Debitur
mengikatkan serta mewajibkan diri untuk tidak membuat surat-surat huasa dan/atau
janji-janji yang sifat dan/atau isinya serupa kepada pihak lain, selain keprda Bank,

Pasali7........ooovvine
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Pasal 17. ¥

Hukum Yang Beriaku

Atas Perjanjian ini, baik mengenai pelaksanaannya maupun mengenai penafsirannya;
berlaku hukum perdata sebagaimana termaktub dalam Kitab Undane-Undang Hukum
Perdata untuk indonesia. ' '

Pasal 18
Lain - Lain

Hak dan kewajiban yang timbul dan berakar pada Perjanjian ini diatur dalam keten-

tuan dan prosedur kerja yang berlaku pada Bank; semua pemberitahuan tertulis deri Bank dar: -
semua surat-menyurat antara Bank dan Debitur dalam pelaksanaan Perjanjian ini, mengikat -

dan harus ditaati oleh Debitur.

Pasal 1v

Domlsili

Tentang Pcrjanjian ini dun segala akibainya kedus belah pihak mewmilih tempat tinggal
hukum (domicili) pada Kepaniteraan Pengadilar Negeri : .. dombang, L.

JOREEML G Jonoz i 1959

.............................

<

R. KAROTO D.5,
(T PR A o )
Kepala Cabang —

Lopsalisasi nomar ¢ //4’/,4/5//5/4?7‘
3aya, yong bertanda tangan dibavah ini,
DG IFINTI, 3zriana liukuanm, Motaris
di Jombang, dengan ini meneranglkan bahwe
saya telsh menielaskan isi surat ini
kepada 1 1le Re K. ECTO D.3

2o D3, ASMUMNTI

penshadap yoang mana telah dikenal oleh
saya, Notaris dan yang kemudian membubuhe~
kan tanda tangannya dihadapan saya, Notaiis.

10 Januari 1980
%5 di Jombang

3
r
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FERJANIIAN KREDIT PEMILIK&N RUMAH
ANTARRA
FERUSAHAAN PERSERDOAN (PERSERG) PT.GANK TABUNGAN NEGARA
AN
DWI SARIL MUMPUMI

Yarig bartanda tangan dibawah ini :

[. Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Bank Tabungan Negara, berkedu -
dukan di Jl.Gajah Mada Nomor 1 Jakarta Fusat, didirikan dengan Ak-
ta Pendirian No. 136 tanggal 31 Julid L1992 vang dibuat dihadapan
Muhani Salim.SH, Notaris di Jakarta yang salinannya telah disetu -
Jui Manteri Kehakiman RI dalam Keputusannva Mo. C2-6587., HT.01.01
TH. 92 tanggal 12 Agustus 1992 dan diunumkan dalam Berita Megara
Republik Indonesia Nomor: 73; Tambahan Serita Negara Republin In -
domasia MNomor @ 6A tahun 1992, dalam hal ini berdasarkan Surat
Faasa Direksi MNo.44/Dir/1092 tanggal 19 Oktober 1992 diwakill oleb
Ora. Titiek Setyowati dalam Kedudukannys selaku Kepala Cabang PT.
Bank Tabungan Negara {(Parsero) di Surabaya, dengan demikian sesuai
Pasal 10 avat 2,6 dan 7 Anggaran Dasar tersebut, mewakili Direksi
JdJari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan
(Rersern) PT.Bank Tabungan Negara, selanjutaya disebut BANK.

Vio oWl Z28aRD MUMPUNT FPekerjaan CV. MOGERKS PERKASH
tieralamat(alamat kKantor) JL. Y03 SUDARSD L7738
e tempat tingaal 4l Jalan Ji. JUaNDA MO.4

JOMBANG I

dalam hal ini bertindak untuk dirinva sendi-~i, selanjutnya disebut
DEBITUR.
Qengan inl kedua belah pihak telah <apakat uwntuk mengadakan
Faorjanjian Kredit, vang selanjutnya disebut Perjanjian Kredit
Pamilikan Rumah dimana Bank 3etuju membarikan pinjaman sejumlai
uvang Kepada Debitur dan dengan ini pula Debitur menyatakan ber-
hutang kepada Bank dengan kKetentuan pokoil ssbagail berikut

PAsAL. 1
JuMLAaH PENIAMAN

(1} udesar pokok pinjaman Rp. 5,490,000
(lima juta empat ratus sembilan puluh rilsu rupiah )

(2) Disamping pokok pinjaman, jumlah pinjam=zn meliputi pula pembebanan
bunga dan biaya-biayva lain vang menurut Perjanjian Kredit ini
harus dilunasi oleh debitur, tetapi tartungaak.

PASAL 2. BUNGA _..........
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FAsSAL. 2
BUMGA

Atas  jumlah pinjaman baik yang berupa pokok pinjaman maupun tam-
hahannya vang terjadi karena adanya tUturagakan bunga dan blaya-
biaya terutang, debiturr dikenakan bunge sebesar 8.50 % per-tahun
Suku bunga sebagaimana dimaksud dalas ayat (1) pasal inl setiap
sat dapat berubah, sesual dengan ketenluan Banh.

PASAL 3
PEMBAYARAN KEMBALI KREDIT DAN JANGKA AAKTU KREDIT

Jumlah pinjaman harus dibayar kemball (dilunasi) olah Deabitur

-

cdengan pembayvaran angsJaran bulanan sebagai berikut :

{a) anysuran tetap.
Apabila berdasarkan cara perhitung:n anuitas dan sepanjang
tingkat suku bunga adalah sama seper'.: Jditetapkan pada ayat(l)
pasal 2 perjanjian ini,maka jumlah asgsuran bulanan vang wajib
dibavar aleh Delxitur Kepada Bank adalah sabesar
Rp. &9, 730
(enam pulub sembilan ribu tujuh ratus viga puluh rupiah )

setiap bulan dalam jangka waktu 10  tahun sedemikian rupa
sahlingaga pada akhir jangka waktue, wvaitu pada tanggal
............................ selurun pinjaman  harus telalh di-
Lunasi olen Debitur.

(b)) Angsuran OTP
fpabiia berdasarkan cara perhitingan anosuran Diturunkan Peda
Tahun Percvama (DTP) dan sepanjang tingkat suku bunga adalah
sama seperti ditetapkan pada ayvat (1) pasal 2 perjanjian ini,
maka jumlah angsuran bulanan yvang wal:xb  dibavar oleh Debitur
kepada Bank :

= Untuk tahun pertama adalah sebeser RpP. (.o cecemvcnnnannn
QR . . e BF AF O T e A )
Setiap bulannya’

- Untuk tahun Kedua dst. Rp. ....o.... <A, T U A
(R . TR ot B B e )
setiap bulan dalam janaka wakbu . ... e it ne v en tahun,
sedemikian rupa sehingga pada akbtir janyka waktu yvaitu pada
Eanggal ... e nne e saeluruli pinjaman harus telah di-

tunasi oleh Debitur.

CGicapainya akhir jangka waktu kredit sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) pasal inl tidak dengan sendirinya menyebabkan lunasnvéa
pirnjaman, karena pelunasan pinjaman akan wergantung sampai dimana
Dabitur telah membayar dan melunasi geluwuh  jumlah pinjamannya
sebagaimana dibuktikan pada rekening pinjaman atas nama Debitur
sesual dengan pencatatan dan pembukuan Renh.

PASAL. 4. TaNGEAL .. ... ...
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TANGAAL JATUH WAKTU PEMBAYARAN NNGSURAN
BULANAN DAN DENDA TUNEGAKAN

(1) Debitur diwalibkan untuk melunasi Kewajtiban angsuran bulanannya
dimuka. sahingaa angsuran untuk bulan oerctama .harus dilunasi
bersamaan dengan penandatanganan Perjanjian Kredit inl, sedangkan
Frgsuran balan-bulan berikutnya harus sudah dilunasi selambat-
lambatnyd pada TaMGGAL 10 bulan yang bersangkutan.
(2} Keterlambatan dalam memenuhi kewajiban acgsuran bulanan menyvebab-
kan Limbulnya tunggakan. _
{2} Keterlambatan pembayaran kewajiban angsuran bulanan (tunggakan}
vang wmelebihi tanggal terakhic bulan vang bersangkutan dikenakan
depda tunggakan sesual dengan kKetentuan varg ditetapkan oleh Bank.

A PASAL 5
PROVIST BANK DAN BIAYA LATHNYA

{1) Debitur wajib membayar provisi'ﬁank sebesuar Rp. 27,450
{dua puluh tujuh riku empat ratus lisa ouluh rupiah )

vaity zebesar = 0.5 2 dari Rp. 5,490,000
hatrus dilunasi bersamaan dengan pensdndatanganan Perjanjian Kredit.
(27 Dizamping provisi bank, Uebitur diwajibkan membayvar bilaya-biaya
fain vang diperlukan dalam proses pemberian kredit dan pengikatan
Jauminan kredit vamng meliputi antara lai-, biaya pemasangan hipolik,
biava ftaksasi, biayva akta-akta notaris, bilaya dan premi asuransi
atas barang jaminan kredit dan biaya-risya lain, sesval dengan
katentuan Bank. '

PAasSal &
AGUNAN KREDIT

(13 Aagunan (Jaminan) utama atas pinjaman vang timbul kKarena Perjanilian
Kredit ini adalah TANAH BESERTA RUMAM / RENGUNAM YANG TERLETAK OIL
ATASHYA di lokasi GRIYA JOMBANG INDAH, KA. JOMBANG
(TIPE. 36 /80 — BLOK. P NOL13 )

{2) Disamping jaminan utama sabagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal
ini flank dapat meminita Jaminan tambabhan lainnva.

Frasnl. 7
PENGGUNAAN FPINIAMAN DAN KUE N

€1, Pilrg)aman pokok  sebagaimana dimaksud  Jdalawm pasal 1 avau (L)
Paerjaniian Kredit ini, digunakan oleh Debitur unfuk pembelian
sebuah rumah berikut tanahnya darl PT.GRANN INDRA CIPTA

dengan pertelaan sebagal berikut RUMAH DAN TANAH dengan harga jual
sebesar R, 6,100,006 :

(enam juta seratus ribu rupiah )

terletak sepaerti tersebut padsa Pasal ¢ avat 1.

(2) Sesuai .........

Tesis Wanprestasi dalam pelaksanaan... ’ . Masruroh



(2)

(11

(2)

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

—“esuai  dengan penggunaan pinjaman sebagimana dimaksud dalam
ayat (1) pasal ini, dengan penandatanganan Perjanjian Kredit seka-—
ligus Debitur membsrl kuasa vyang ticak dapat ditarik kembalil
kepada Bank untuk membayarkan pada sast vang dianggap baik oleh
Bank jumlah wuwang vyang diperoleh dari pinjaman tersebut, kKepada
pihak penjual.

asnal 8
LAIM — LAIN S
Untuk Perjanjian Kredit ini berlaku sspenubnyia kKetentuan dan
syarat-syarat vang dimuat pada ketentuan dan Svarat-syarat Umum
Perjanjian Kredit pPemilikan Rumah Baar Tabungan Megara yang
merupakan lampiran. dan satu Kesatuan vatg tidak terpi@ahkan dari
Merjanjian Kredit ini. S
Parjanjian Kredit ini mulai berlaku <ejak ditandatangani oleh
kedua belah pilhak.

g . 1304
........ fmm e aaeen. 199,
FIHAK BANK ﬁg - - RIMAK DEBITUR

— 4 P
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Nomor : 18, 618 / EL]
Saya yang bertanda tangan dibawah ini LINDA PUSPITADEWT, S H,

Notaris di Jombaug menerargkan bahwa saya kunzi f drpesicenadiean
kepada ﬁma bra. TL?Z(.& WOEA (G

riyonup Dwi Sone  Muk punt
can saya dengah  Jelas meserangkan isi akta ini dan orang [ orang
terscbut alates dikadapun saya Notacis membubuhkau tanda tangan f

cap—Junrpolhiri pada akta ini, pada hari  ¥lby
tangaa. 2 ﬂOPﬂm‘O@’L _19 31{
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